DINAS KOMUNIKASI DAN



Menimbang

Mengingat

SALINAN

BUPATI LIMA PULUH KOTA

PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA

NOMOR 40 TAHUN 2022
TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

bahwa dalam rangka melaksanakan amanat pasal
142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dimana
Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan
Peraturan Kepala Daerah paling lambat 1 (satu)
bulan setelah Rencana Kerja Pemerintah Daerah
ditetapkan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan
Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lima
Puluh Kota Tahun 2023 dengan Peraturan Bupati.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem  Perencanaan  Pembangunan  Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);



Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601 sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);



Menetapkan

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun
2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2022);

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi
Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor
27);

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6
Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran
Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor
6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera
Barat Nomor 195);

Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor
18 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 (Berita
Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Nomor
19);

Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten
Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran
Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011
Nomor 10);

Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);

Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 (Lembaran
Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Sumatera Barat Nomor 1);

Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 36
Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Lima
Puluh Kota Tahun 2022 Nomor 36).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH
KOTA TAHUN 2023



BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

b

10.

11.

12.

13.

14.

Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota.

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa
depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan
sumber daya yang tersedia.

Pembangunan adalah wupaya yang dilaksanakan oleh semua
komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang
ditetapkan dengan Perda.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang selanjutnya
disebut RKPD Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan
Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang berpedoman pada
Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023, program strategis nasional
yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Provinsi.

Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah satuan kerja
di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD
adalah rencana kerja Perangkat Daerah di lingkup Pemerintahan
Kabupaten Lima Puluh Kota.

Kebijakan Umum Anggaran, yang selanjutnya disingkat KUA adalah
dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan
pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu)
tahun.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat
PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang
diberikan kepada PD untuk setiap program dan kegiatan sebagai
acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran PD.

Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah
Daerah untuk mencapai tujuan.

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih
kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah daerah untuk mencapai
sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau
kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah.

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam
rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai
dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang
berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.



Pasal 2

Maksud penyusunan Renja PD adalah untuk :

a. Menjabarkan program, kegiatan, dan sub kegiatan sebagaimana
tercantum dalam RKPD tahun 2023 sesuai dengan urusan dan
kewenangan masing-masing PD; dan

b. Menyediakan suatu acuan dan pedoman pelaksanaan program,
kegiatan, dan sub kegiatan masing-masing PD untuk tahun 2023.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Renja PD adalah untuk :

a. Memudahkan
melaksanakan program dan kegiatan tahun 2023;

seluruh jajaran pimpinan dan staf PD dalam

b. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi
program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan dan tupoksi pada
masing-masing PD; dan

c. Menjadi salah satu acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan
Anggaran (RKA) PD tahun 2023.

BAB II
SISTEMATIKA PENULISAN
Pasal 4

(1) Renja Perangkat Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I

BAB II

BAB III

PENDAHULUAN

1.1
1.2
1.3
1.4

Latar Belakang
Landasan Hukum
Maksud dan Tujuan
Sistematika Penulisan

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN

LALU

2.1

2.2
2.3

2.4
2.5

Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan
Capaian Renstra PD

Analisis Kinerja Pelayanan PD

Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
PD

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan
Masyarakat

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1

Telaahan terhadap Kebijakan Nasional



3.2 Tuyjuan dan Sasaran Renja PD
3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT
DAERAH

BABV : PENUTUP

(2 ) Renja PD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud ayat (1), tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

BAB III
PELAKSANAAN
Pasal 5
(1) Kepala PD menyusun Renja PD Tahun 2023 dengan berpedoman
kepada RKPD Tahun 2023 dan Renstra PD.

(2) Renja PD sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan penjabaran
dari RKPD.

(3 ) PD menyusun RKA Tahun 2023 dengan berpedoman kepada Renja
PD.

Pasal 6
Agar program dan kegiatan yang tertuang dalam Renja PD dapat
dilaksanakan serta untuk mewujudkan konsistensi antara perencanaan

dan penganggaran pembangunan, maka PD harus memastikan substansi
Renja PD dapat dituangkan ke dalam DPA PD Tahun 2023.

BAB IV
PEMBIAYAAN
Pasal 7

Pembiayaan pelaksanaan Renja PD ini bersumber dari APBD Kabupaten.

BAB V
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 8

( 1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja PD.

(2 ) Dalam melakukan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud
ayat (1), Bupati dapat menunjuk pejabat tertentu sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.



BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Sarilamak
pada tanggal 4 Agustus 2022

BUPATI LIMA PULUH KOTA

ttd

SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO

Diundangkan di Sarilamak
pada tanggal 4 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

ttd

WIDYA PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2022 NOMOR 40

salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. LIMA PULUH KOTA

ERI FORTUNA SH
NIP.19660104199303 1 006




Pujl dan Syukur kita panfatkan kehadirat Allah SWT, IIEII'EI'H berkat rahmat dar Rt
Mya kami dapat menyebesaikan Rancangan BEencana Kerja (Renja) Awal Dinas Komunika
Informatika Kabupaten Lima Puluh Koka Tahun 2003,

Rancangan Rencana Kerja (Rermja) Awal merupakan penjabaran dar Pasal 140 Peraturan
Menter Dalarm Neger Nomor 86 Tahun 2017, maka Rancangan Akhie Renja Perangkat Daerah
Tahun 2023 yang telah diverifikasi dan disempurnakan untuk dicetak menjadi Renja Perangkat
Daerah Tahun 2023,

Dalam pemnyusunanmnya Renja inl berpedoman kepada Perda RPIMD Kabupaten Lima
Puluh Koka Tanon 2071 = 2026, dalam sistematika penulisan Renja Perangkat Daeran sesus
dengan Permendagri No. 56 Tahun 2017,

Pada Akhimya kami menyadari bahwa Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan
Informatika Tahun 2023 masih belum sempurna, untuk fu saran darl pihak terkait sangat kami
hargai sebagal pembelajaran (Learming Process) demi penvempumaan Bencana Kerja (Renja)
dimasa yang akan datang.

Payakumbuh, Desember 2021

<EFALA DINASKOMUNIKAST DAN INFORMATIKA
KABLUDATEN LIMA PULUH KOTA

Rencana Kerja (Ronja) ; W
Meas Komunikasi dan fnformatika 1
Kabupaten Lima Poluh Kota

Tahan 2023 "‘%
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BABR |
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka memenuhi amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Peraturan Menteri Calam
Megeri Nomaor B8 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
Tentang Hencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka setiap Perangkat Daerah
(PD) diwajibkan untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) yaitu
dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (2atu) tahun yang memuat
program, kegiatan, lokasl, dan kelompok sasaran yang disertal indikator kinerja dan
pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun
berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Dalam melakukan penyusunan Renja PD Tahun 2023, Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Lima Puluh Kota melakukan koordinasi, sinergl dan
harmonisasi dengan pemangku kepentingan. Dengan berpedoman pada pasal 16
ayat 2 Permendagri 86 Tahun 2017, tahapan penyusunan Renja Dinas Komunikasi
dan Informatika sebagai berikut

l. Persiapan Penyusunan,

II. Penyusunan Rancangan Awal;

. Penyusunan Rancangan;

IV, Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;

A Parumusan Rancangan Akhir;

Vl. Penetapan

Rencana Kerfa [Renja) L
Dinzs Kemunikas! dan Informatika ’ { z -‘""\
Kabupaten Lima Paluh Kota o I
Tahun 2023 '




Proses penyusunn Rencana Kerja (Renja) ParangkmDav%:{ ikt

|. Persiapan penyusunan Renja Dinas Komunikas ;
dilaksanakan sebagai berikut:

1. Penyusunan Keputusan Bupati Lima Puluh Kota nomar 328 tahun 2021 tentang
Pembentukan Struktur Organisasi Tim Penyusunan Rencana Kerja (Rsnja)
Perangkat Daerah Tahun 2023 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima
Puluh Kota Dalam Formasi Jabatan Ex-Officio yang dikeluarkan tanggal 27
November 2021, Disamping itu juga dikeluarkan Surat Perintah Tugas Kepala
Dinas Komunikasi dan Informatika untuk detall penyusunannya.

£ Mengadakan orientasi penyusunan Renja Dinas Komunikas! dan Informatika
yang melibatkan seluruh anggota tim penyusunan Renja pada akhir tahun 2021
tanggal Desember 2021 di Dinas Komunikasi dan Informatika. Orientasi ini
barfujuan untuk menyamakan persepsl antar sasama anggota tim dalam hal
tatacara, kaidah serta jadwal penyusunan penyusunan renja.

3. Demi kelancaran dan pemenuhan kefepatan waktu penyusunan, maka disusun
kalender Penyusunan Renja dengan berpedoman kepada SE Bupat Lima Puluh
Kota MNomor C27MIIFSEBAPELITBANG-LK/2021  tentang Pedoman
Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2023 serta
menyasuaikan dengan perkembangan penyusunan RKPD Tahun 2023. Adapun
jadwal disusun sebagai barikut

Kabupaten Lima Puluh Kota m— ﬂ-. 2
Tahun 2023 -

Rencana Kerja [Renja) h =" . e .-
Dines Komunikasi dan Informatiis i _\1\\
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Penyusunan Rancangan Awal Renja : P>
Pada awal bulan November 2021 mulal mrammﬂ ra

berpedoman pada Renstra Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun :
2021 - 2026 dan hasil evaluasi Renja tahun 2021,
Penyusunan rancangan awal Renja Dinas Komunlkasi dan Informatika
mencakup analisis gambaran pelayanan Perangkat Dasrah dan hasil evaluasi
Ren|a tahun lalu yang disajikan dengan sistematika sebagai berikut

a. Pendahuluan;

b. Hasil Evaluasi Renja Tahun Lalu;
¢. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daesah,
d. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Dagrah; dan
e. Penutup.

Penyusunan Rancangan Renja

Penyusunan Rancangan Renja merupakan Rancangan Awal Renja yang
disempurnakan mencakup perumusan rencansa program, kegiatan, indikator
kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan
rencana program, kegiatan, indikator kinera, pendanaan indikafif, lokasl
keglatan dan kelompok sasaran pada rancangan awal RKPD. Rancangan Renja
Dinas Komunikasi dan Informatika kemudian dibahas dan dissmpurnakan dalam
Forum Gabungan Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah yang
dilaksanakan pada 24 sid 25 Maret 2022, Penyajian Rancangan Renja Dinas
Komunikasi dan Informatika disajikan dengan sisternatika yang sama dengan
Rancangan Awal Renja.

Pada minggu ketiga bulan Maret, Rancangan Renja yang teiah disusun
disampaikan kepada Kepala Bapelitbang untuk diverifikasi dan djadikan
sebagal bahan penyempumnaan rancangan awal RKFD menjadi rancangan
RKPD. Berdasarkan hasil verifikasi dari tim di Bapalithang, maka Rancangan
Renja disempurnakan dan hasil penyempurnaannya disampaikan kembali ke
Dinas Komunikasi dan Informatika,

- —— —*——
Rencana Kerga [Henja) -

Minas Komunikas| dan Informatika ."h.
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Iv.

VI

By, Rencana Kerja (Renja)

Pelaksanaan Forum Gabungan Perangkat Dq,,gi
Berdasarkan hasil koordinasi OPD dan Bapelith .
efektifitas pelaksanaan Forum OPD dilaksanakan secara gabungan pada Fo

Gabungan Perangkat Daerah di Bapelitbang. Forum dilaksanakan selama 8 hard

mulai tanggal 25 Februarn s.d 6 Maret 2022 di Bapelitbang.

Forum Gabungan Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah dihadiri oleh
pemangku kepentingan vang terkail dengan tugas dan fungsi masing-masing
Perangkat Daerah. Pembahasan dengan pemangku kepentingan bertujuan
untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran,
program dan kegialan, lokasl dan Kelompok sasaran dalam Rancangan Renja
Perangkat Daerah. Hasill pembahasan rancangan Renja Perangkat Daerah
dalam forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah dirumuskan dalam
berta acara kesepakatan dan ditandatanganl oleh unsur yang mewakil
pemangku kepentingan yang hadir pada forum Gabungan Perangkat Daerah/
Lintas Perangkat Daerah.

Perumusan Rancangan Akhir

Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah merupakan proses
penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi Rancangan Akhir
Renja Perangkat Daerah berdasarkan Perkada tentang RKPD. Perumusan
Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah dilakukan untuk mempertajam
program, kegiatan dan pagu indikatf Perangkat Caerah berdasarkan program,
kegiatan dan pagu indikalif yang ditetapkan dalam Perkada tentang RKFLD.
Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah disajlkan dengan sistematika yang
sama dengan Rancangan Awal Renja Dinas Komunikasi dan Informatika.

Penetapan

Dalam hal penetapan Renja, Dinas Komunikasi dan Informatika mengumpulkan
Rancangan Akhir Renja semua Perangkat Daerah untuk diverifikasi dan
selanjuinya dijadikan sebagai bahan penetapan Peraturan Bupatl Nomor 43
Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Perangkat Daarah Tahun 2023.

(8} Dinas Kemunikasi dan Informatika - Mg Y
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penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang.
merupakan penjabaran dar visl dan misi Pemerintah Daerah. Sebagal bahan
masukan penyusunan rancangan RPJMD adalah Rancangan Awal Rencana
Strategis (Renstra) Perangkat Daerah (PD). Selanjutnya satelan Rancana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah disahkan maka menjadi acuan
penyusunan Renstra Perangkat Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah dijabarkan dalam Renja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dokumen
perencanaan tahunan. Rencana Kerja merupakan penjabaran darl Renstra, dan
dalam penyusunannya mengacu pada Rancangan Awal Renja Pemerintah Daerah,
Rencana Kerja juga sebagal bahan masukan untuk penyusunan Rencana Kerja
Anggaran (RKA) Perangkat Daerah. Rencana Kerja Anggaran dimaksud selanjutrya
menjadi salah salu acuan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
Perangkat Daerah. Rencana Kerja juga hanis mengakomodir hasil Musyawarah
Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), Forum Satuan Kera Pemerintah
Daerah, pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan kebijakan
pamarintah pusat’ Provinsi Sumatera Barat

KETEREAITAN ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN
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Penyusunan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023 mangacu
pada penjabaran dari Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika 'thy_nn:ﬁﬂﬂ_'f»z{]qﬁ.
yang tentunya mendukung Visi dan Misi Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota

Hencana Kerja (Renja) -
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sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunaf =rierig
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026. Dm?ﬂlﬂllé'
berperan dalam mendukung Misi ke 4 Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota ya .
Meningkatkan Kualitas Layanan Publik melalui reformasl Birokrasi Seutuhnya.

Renja Perangkat Daerah digunakan sebagali pedoman/ acuan dalam
penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD). Berkaitan
dengan itu, maka Renja PD merupakan pedoman awal untuk penyusunan Kebijakan
Umum Anggaran, dan Prigritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dalam
rangka penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun berkenaan.
Selanjutnya Rancangan Akhir Renia Dinas Komunikasi dan informatika Tahun 2023
ini akan menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023, sarta
menjadi pedoman dan acuan dalam melaksanakan pregram dan kegiatan selama
Tahun 2023 dan selanjutnya akan dievaluasi melalul penilaian terhadap realizasi
Dokumen Pelsksanaan Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatka untuk
mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, dan penyerapan anggaran.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran
Negara Republk Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3881),

2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Namor 4252);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Momor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421}

4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaks|
Elektronik. {Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843 |

5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan |nformasi .

Publix. {Lembaran MNegara Republk Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar {&dﬁj; £

Rencana Kerja {Ren]a] '
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6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 #,
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20494, N _
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telag.
bebarapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor @ Tahun 2015 .
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 MNomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Momor
5679},

7. Peraturan Pemerintah Nomeor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republk Indonesia Tahun 2008
Momor 21, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia No. 4817);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
{Lemnbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Momor 114, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia No. 5887 ),

9, Peraturan Menteri Kominfo Nomor 41/PERMEN KOMINFO/11/2003 tentang
Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Infarmasi dan Komunikasi Masional..
10, Peraturan Menteri Dalam Megeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tatacara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tatacara
evaluasi rancangan peraturan daerah tentang RPJP Daerah, RFJMD, serta
latacara penibahan RPJP Daerah dan RPJMD dan RKPD (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

11.Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomaor 1 Tahun 2008 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuvangan Daerah (Lembaran Daerah Tabhun
2008 Nomor 1),

12. Peraturan Daerah Nomar 10 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005- 2025
{Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 10) |

13, Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomer 7 Tahun 2012 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2012 -
2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2012 Nomor 7);

Rencana Kerja [Renja) e
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14. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kaotgf
Pemerintahan Nagarl (Lembaran Daerah Kabup
2013 Nomor 2); 4

15 Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 =
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);

16. Peraturan Dasrah Kabupaten Lima Puluh Kota Momor 4 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah MNomor 8 Tahun 2016 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2016 — 2021 Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun
2018 Nomor 4);

17. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomer 110 Tahun 2018 tantang Rencana
Strategis Dinas Komunikasl dan Informatika Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2016 - 2021. (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018
Nomor 110) ;

18.Peraturan Bupatl Lima Puluh Kota Nomor 895 Tahun 2020 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Komunikasi dan Informatika. (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2020 Nomeor 35},

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud darl penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika

adalah untuk:

1.

Menjabarkan visi, misi dan program Dinas Komunikasi Dan Informatika secara
operasional dan teknis sesuai dengan kewenangan, fugas pokeok dan fungsi
Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Lima Puluh Kota.

Manjabarkan program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam RKPD 2023
sesuai dengan urusan dan kewenangan Dinas Komunikasi Dan Informatika.
Menyediskan suatu acuan dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan
Dinas Komunikasi Dan Informatika untuk tahun 2023,

iy, Rencana Kerfa (Renja) ; E
W Dinas Komunikasi dan Informatika. | | :5\
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Berkaitan dengan maksud di atas, Rencana.
Informatika ditujukan untuk:
1. Memudahkan seluruh jajaran pimpinan dan stal DCinas Komunikasi

Informatika dalam malaksanakan program dan kegiatan pada tahun 2023,
2. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan, pengendalian dan evaluasl program dan
kegiatan sesuai dengan kewenangan dan tupoksi sekretariat dan bldang-bidang
di Dinas Komunikasi Dan Informatika.
3. Menjadi salah satu acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
{RKA) Dinas Komunikasl Dan Informatika pada tahun 2023,

14. Sistematika Panulisan

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023 terdiri dari beberapa

Bab sebagai berikut:

|.  Pendahuluan
Berisi penjelasan tentang latar belakang penyusunan Renja Dinas Komunikasi
dan Informaiika, maksud, tujuan, landasan penyusunan dan sistemnatka
penulisan,

Il. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan informatika Tahun Lalu
Berisi evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra Dinas
Komunikasi dan Informatika, analisis kinerja pelayanan Dinas Komunikasl dan
Informatika, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Komunikas!
dan Informatika dan sebagainya.

ll. Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika,

Memuat telahaan terhadap kebijakan Nasional dan Provinsi, tujuan dan sasaran
Renja Dinas Komunikasi dan Informatika dan program dan kegiatan yang akan
diaksanakan tahun 2023,

IV, Rencana Karla dan Pendanaan Perangkat Daerah

V. Panutup

Berisi ketentuan panutup

W, Rencana Kerja (Renja) "
WA Dinas Komunikasi dan Informatika "1‘\' . .
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(Renja) _

Pelaksanaan Rencana Stralegis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatihg .
Tahun 2021-2026 setiap tahun dijabarkan ke dalam Rencana Kera (Renja) .
Perangkat Daerah sebagal suatu dokumen perencanaan tahunan yang memuat
pricritas program dan kegiatan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) selain
menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkal Daerah dapat juga
menjadi pedoman dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana
pambangunan tahunan dan ima tahunan agar sesual dengan hasil pelaksanaan
rencana pembangunan yang telah ditetapkan,

Seluruh dokumen tersebut merupakan bagian dari sistem perencanaan
permbangunan dan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu. Karena
sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan
terpadu, maka seluruh tahapan dan dokumen-dokumen yang dihasilkan harus
menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya.

1.6. Rencana Kerja (Renja) Propinsi Sumatera Baral.

Proses penyusunan Rencana Kera (Renja) Perangkat Dasrah didasarkan
pada penjaringan aspirasi yang dformulasikan melalul forum Musyawarah
Perencansan Pembangunan (Musrenbang) tshunan dan memperhatikan hasil
evaluasi pelaksanaan pembangunan Daerah pada tahun sebelumnya. Lebih lanjut
penyusunan Rencana Kerja (Renja} Perangkat Daerah juga diintegrasikan dengan
prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat. Musrenbang
berfungsi sebagal forum untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku
pembangunan tentang rancangan Renja PD. yang menitikberatkan paca
pembahasan untuk sinkronisasi sasaran, arah kebijakan, program, kegiatan dan
Subkegiatan Perangkat Daerah serta masyarakat dalam pencapaian tujuan
pembangunan Kabupaten Lima Puluh Kota.

1.7. Tindak Lanjut dengan Proses Penyusunan RAPBD

UU No.25 tahun 2004 memperlihatkan ksterkaitan antara perspeanaan dan
penganggaran, Penganggaran yang tercemmin pada Mpﬂm_mlﬁbm'ua?h
hasil akhir darl dokumen perencanaan sebelumnya yang dikenal dengan Rencana

Rencana Kerja [Renja) } .4

Dinas Komunikas! dan informatika. | ™
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Jangka Panjang NasionalDaerah (RPJPN/D), - Réncana
Nasional/Daerah (RPJMN/D), Rencana Keria F

Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Ini berarti bahwa pur&nr:an&an
sangat mempengaruhl efeklifitas dan efisiensi pengalokasian anggaran uniuk
kepentingan masyarakat.

Perencanaan dilihat dar kerangka waktu terdiri dari perencanaan
pembangunan jangka panjang (RPJP) yang berdimensi 20 tahun, rencana
pembangunan jangka menengah (RPJM) berdimensi & tahun dan rencana
pembangunan jangka pendek atau perencanaan tahunan yang dalam hal ini rencana
kerja pemenntah (RKP). Dilihat dari sisi kelembagaan, perencanasan ada yang
bersifat menyeluruh yaitu perencanaan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKFD) dan ada
pula perencanaan yang dilakukan oleh sub organisasi pemerintah daerah yang
disebut Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yakni rencana strategis (Renstra)
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan rencana kerja (Renja) Perangkat Daerah.
Sehingga Setelah Rencana Kera (Renja) Perangkat Daerah disusun akan menjadi
acuan dalam penyusunan RAPED.

Rencana Kerja [ Renja) .
Dinas Komunikas dan Informatika. f : ™
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BAB I

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAER!

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Bulan'
Oktober 2021 dan Capalan Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas
Komunikasi dan Informatika sampal dengan Bulan okiober 2021 (tahun n-2) dan
perkiraan capalan tahun 2023 (tahun n-1) dengan mengacu kepada APBD tahun
2021 yang sudah disahkan pada waktu penyusunan Renja. Review inl dikaitkan
dengan pencapalan target Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2016-
2021 berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Dinas
Komunikasi dan Informatika tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika
sampal dengan Bulan oktober 2021 dan realisasi Renstra Dinas Komunikasi dan
Informatika mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Dinas Komunikasi dan
Informatika dan realisasi APBD. Dari hasil review yag dilakukan, maka diketahui hal-
hal sebagai berikut;

1. Realisasi program/ kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/ keluaran
yang direncanakan;

2. Realisasi programy/ kegiatan yang telah memenuhi target kinera hasil/ keluaran
yang direncanakan;

3. Realisasi program/ kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/ keluaran yang
direncanakan;

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target
Kinerja program/ kegiatan,

Berdasarkan 4 kondisi diatas, pada Bab Ini nantinya akan dijelaskan faktor-
faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau apakah target Kinera
program/ kegiatan melebihi dari yang direncanakan, seria implikasi yang timbul
terhadap target capaian program Renstra Dinas Komunlkasl dan Informatika.

Disarmping itu juga akan dijelaskan kebijakan/ tindakan perencanaan dang
penganggaran yang diambil untuk mengatasi faktor-faktor panyabihimabut.

b Rencana Kerja [Renja)
¥l Dinas Komunikasi dan Informatika
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Berdasarkan tabel T-C.28 di atas, evaluas| e
realisasi renja sampai dengan Bulan oktober 2021 dapatd

|. Program dan kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasih‘ke!uaran.
direncanakan untuk sampai dengan Bulan oktober 2021 tidak ada Program dan
kegiatan yang tidak memenuhi target, semua kegiatan dan program bisa mamenuhi
target yang di rencanakan.

[I. Program dan kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasillkeluaran yang
direncanakan, antara lain:

lIl. Realisas! Pelaksanaan Program dan Kegiatan,

A. Alokasl dan Realisasi Dana serta Keluaran dan Hasil Penyelenggaraan Urusan
Komunikas! dan Informatika adalah sebagal berikut

[  Program penunjang urusan pemerintahan daerah
A.  Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasl Kinerja Perangkat Deerah.

1. Subkegiatan Koordinasl dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
SKPD didanai melalul dana APBD dengan alokasi dana sebesar Rp
4.151,000,- sampal dengan bulan okiober 2021 dengan realisas! keuangan
sebesar Rp. 4.155.000,- (77,20 %) dengan realisasi fisik sebesar 77,20 %,
keluaran darl kegiatan Ini adalah Tersusunnya laporan capaian kinerja
(LAKIP, Penctapan Kinerja, LKjIP, LPPD, RKA, DPA, Renfa, DPA Perubahan
dan RKA 2021 dengan capalan Kinerja berupa Tersedianya Laporan capalan
kinerja Organisasl Perangkat Daerah (OPD).

B. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1. Subkegiatan Penyedian Gaji dan Tunjangan ASN didanai melalui dana APED
dengan alokasi dana sebesar Rp 3.066.921.305,- sampai dengan bulan
oktober 2021 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.317.011.688,-
(71,21 %) dengan realisasi fisik sebesar 71,21 %, keluaran dari kegiatan Ini
adalah Tersedianya Gajl dan Tunjangan ASN selama 1 Tahun dengan capalan
Kinerja Tersedianya Pembayaranan Gaji ASN Dinas Komunikasi dan -
Informatika. ‘

Rencana Kerja [Renja) b BN
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2. Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan

SKPD didanal melali dana APBD dendSRalokasi” dana  HEIREEIE
1.913.000,- sampal dengan bulan oktober 2021 dengan realisas keua ‘.'"
sepesar Rp. 1.913.000,- dengan realisasi keuangan sebesar (100 %) :Eengan"
realisasi fisik sebesar 100 %, keluaran dari kegiatan ini adalah Tersusunnya
laporan keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika dengan capaian Kinerja
berupa Tersedianya laporan kKeuangan secara akurat dan akuntabel.

C Keglatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

1. Subkegiatan Penyedizan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan

Rencana Kerja [Renja)

Kantor dengan alokasi dana sebesar Rp 2.957.000,- sampal dengan bulan
oktober 2021 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.957.000,- (100,00
%) dengan realisasl fislk sebesar 100,00 %, keluaran dar keglatan Ini
adalah ‘tersedianya alat alat listrik di Dinas Komunikasl dan Informatika
dengan capalan Kinerja berupa lancamya kegiatan operasional kantor
seluruh kegiatan dinas kominfo.

. Subkegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan alokasi
dana sebesar Rp. 73.400.000,- sampai dengan bulan ckiober 201 dengan
realisasl keuangan sebesar Rp. D (09%) dengan realisasi fisik sebesar O %,
keluaran dari kegiatan inl adalah Tersedianya peralatan dan perlengkapan
kantor, demgan capaian Kinerja berupa Lancarnya keglatan operasional
kantor.

. Subkegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan alokasi dana
sebesar Rp. 6.000.000,- sampai dengan bulan okiober 2021  dengan
realisasi keuangan sebesar Rp. 0 (0%) dengan realisasi fisix sebesar 0 %,
keluaran dari kegiatan ini adalah Tersedianya peralatan dan perlengkapan
kantor, dengan capaian Kinerja berupa Lancarmya kegiatan operasional
kantor,

. Subkegiatan Penyedian Bahan Loglstik Kantor dengan alokasi dana sebesar

Rp. 34.255.100,- sampai dengan bulan nopember 2021 dengan realisasi
keuangan sebesar Rp. 20.725.000,- (63,87 %) dengan realisasl fisik sebesar

63,87 % keluaran dari kegiatan inl adalah Tersedianya alat tulis kantor dan
Tersedianya Makan Minum Rapat dengan capalan Kinerja berupa lancamya -
kegiatan operasional kantor et = T

I':{:. Dinas Komunikas! dan Informatika - "
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B.

Subkegiatan Penyedian Barang Eetakan dén F
dana sebesar Rp. 35.534.034,- sampai dengan bula :
realisasi keuangan sebesar Rp. 17.363.800,- (57,72%) dengan reafisasl ﬁ..
sebesar 57,72 % keluaran dar kegiatan inl adalah Terpenuhinya barang -
cetakan dan penggandaan keperiuan kantor, dengan capaian Kinerja berupa
Lancarnya kegiatan Operasional kantor.

Subkegiatan Penyedian Bahan Bacaan dan Persturang Perundang -
undangan dengan alokasl dana sebesar Rp. 4.034.000,- sampal dengan
bulan oktober 2021 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.700.000,-
(45,05 %) dengan realisasl fislk sebesar 45,05 % keluaran dar kegiatan ini
adalah Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang undangan,
dengan capaian Kinerja berupa meningkatnya wawasan aparatur
Subkeglatan Fasilitasi Kunjungan Tamu dengan alokasi dana sebesar Rp.
2.475.000,- sampal dengan bulan oktober 2021 dengan realisasi keuangan
sebesar Rp. 1,900.000,- (76,77 %) dengan realisasl fisik sebesar 76,77 %
keluaran dar kegiatan Inl adalah Tersedianya makanan dan minuman untuk
rapat-rapat koordinasl dan tamu dengan capaian Kinerja berupa
terlaksananya rapat-rapat dan terlayaninya tamu kantor.

Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasl SKPD dengan
alokasi dana sebesar Rp. 62.493.000,00 sampai dengan bulan oktober 2021
dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 47.070.800 (68,85 %) dengan
realisasl fislk sebesar 68,85 %, keluaran dari keglaten ini adalah
Terlzksananya perjalanan dinas dalam rangka koordinasi dan konsultasi
dengan berbegal instansi/plhak terkait dengan capaian Kinerja berupa
terciptanya sinergl antar berbagai instansi.

D. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1.

R, F.enl:ana.h'.ma[t-teu]a] .
f Dinas Komunikasi dan Informattia . e -
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Subkeglatan Penyedian Jasa Surat Menyurat dengan alokasi dana sebesar
Rp. 920.000,- sampal dengan bulan okfober 2021 dengan realisasi keuangan
sebesar Rp.541.000,- (25,19%) dengan realisasi fisik sebesar 25,19 %
keluaran dari keglatan ini adalah Tersedianya Surat Menyurat Dinas
Komunikasi dan Informatika dengan capalan Kinerja berupa lancarmya
kegiatan operasional kantor. 4




2. Subkegiatan Penyedian Komunikasi, Sumie
Elﬂhﬂﬂi dﬂnﬂ Eﬂbﬁar le 14ﬂ BEE m‘. : -..._.._. -

realisas| fisik sebesar 36,16 % kelugran darl keglata-n ini adalah Temmlaw
Penyedian Pembayaran untuk Air, Listrik dan Telepon dengan capaian Kinerja
berupa lancarmya keglatan operasional kantor

3. Subkeglatan Penyedian Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan alokasi dana
sebesar Rp. 305.636.120,- sampai dengan bulan oktober 2021 dengan
realisasi keuangan sebesar Rp.218.085.282,- (67,16 %) dengan realisasi
fiskk sebesar 67,16% keluaran dari kegiatan ini adalah Terlaksananya
pembayaran THL Bulanan, PTT, Penjaga Kantor dan tersedianya alat
kebersihan dengan capaian Kinerfa berupa lancamya kegiatan operasional
kantor.

E Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan

Daerah

1. Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemellharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan
Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan alokasl dana
sebesar Rp. 143.137.80B,- sampai dengan bulan oktober 2021 dengan
realisasi keuangan sebesar Rp, 72.346,055,- (57,53 %) dengan realisasi fisik
sebesar 57,53 % keluaran darl keglatan inl adalah tersedianya blaya
pembayaran pajak kendaraan dinas operasional dengan capaian Kinarja
berupa lancamya kegiatan operasional kantor seluruh kegiatan dinas
kominfo.

2. Subkeglatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnua dengan alokasi dana
sebesar Rp. 12.660.000,- sampal dengen bulan okiober 2021 dengan
realisasl keuangan sebesar Rp. 2.475.000 (40,51 %) dengan realisasi fisik
sebesar 40,51 %, keluaran darl keglatan inl adalah tersedianya servis/
perbalkan peralatan kerja dengan capalan Kinerja berupa berfungsinya
dengan balk peralatan kerja.

_ ®
- amw i - L
i ! | »
Rencana Kerja [Renja)
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I1  Program Informasi dan Kemunikasi Publik " fd

A. Kegiatan Pengelolaan Informasl dan Hnmumﬁ

Kabupaten/ Kota

1

Rencani Kerja [Hl.'-n;l.':tj
Dinas Komunikasi dan Informatilka

Subkegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunlkasi Publik
dengan alokasl dana sebesar Rp. 105.960.000,- sampal dengan bulan
oktober 2021 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 40.275.000,- (36,99
%) dengan realisas| fisik sebesar 36,70 %, keluaran dari keglatan Ini adalah
Jumlah penyampaian informasi kepada masyarakat yang dliaksanakan
berupa 5 Media penyvampalan dengan capaian Kinerja berupa Jumlah
Pernyebariuasan informasi publik melaluimedia luar ruang ( spanduk, baliho,
bilboard)

Subkegiatan Pengelolaan Meadia Komunikasi Publik dengan alokasi dana
sebesar Rp. 362.351.000- sampai dengan bulan oktober 2021 dengan
realisasi keuangan sebesar Rp 208.562.000,- (56,75 %) dengan realisasi fisik
sebesar 56,75 %, keluaran darl kegiatan ini adalah Jumlah penyampaian
informasi kepada masyarakat yang dilaksanakan berupa 5 Media
penyampalan dengan capaian EKinerja berupa Jumlah Pemyebarluasan
informasi publik melalui media luar ruang ( spanduk, baliho, bilboard)
Subkeglatan Pelayanan Informasi Publik dengan alokasi dana sebesar Rp.
44.770.708,- sampai dengan bulan oktober 2021 dengan realisasl keuangan
sebesar Rp 25.132.922,- (51,76 %) dengan reallsasi fisik sebesar 25,03 %,
keluaran darl kegiatan ini Konsultasl tentang daftar informasi yang
dikecualikan sebanyak 1 kall, Tersedlanya Sarana dan Prasarana PPID
berupa 1 Unit capalan Kinerja berupa Persentase peningkatan Pengelolaan
Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh
Kota.

Subkegiatan Layanan Hubungan Media dengan alokasi dana sebesar Rp.
485.796.924,- sampai dengan bulan okiocber 2021 dengan realisasi
keuangan sebesar Rp 234.228.826,- (47,43 %) dengan realisasi fisik sebesar
14,23 %, keluaran dari kegiatan ini Jumiah Penyebarluasan Informasi melalul
Peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) sebanyak 1 kali, Jumlah
Keglatan Peliputan Kzpala Daerah di Lapangan sebanyak 365 kall dengan
capaian Kinerla berupa Persentase peningkatan Pengelolaan Informasi dan .
Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota, *

4
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5. Subkegiatan Manajemen Komunikasi Kris

654.049.000,- sampal dengan bulan

19,03 %, keluaran darl kegiatan ini Penylapan penanganan krisls sat:-a.rwak'
12 bulan, Mengelola komunikasi krisis sebanyak 12 Bulan dan Mengevaluasi
penanganan komunikasi krisis selama 13 Bulan dengan capalan Kinerja
berupa Persantase peningkatan Pengelolaan Informasl dan Komunikasi Publik
Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota,

Program Aplikasi dan Informatika

A Keglatan Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah
Pusat dan Subdomain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota.
1. Subkegiatan Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota dengan

alokasi dana sebesar Rp. 46.683.808,- sampal dengan bulan oktober 2021
dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 30.055.000,- (36,47%) dengan
realisasi fisik sebesar 25,55 %, keluaran dari kegiatan ini adalah Terpelihara
domain resmi limapuluhkotakab.go.id sebanyak 1 domain dan Terkelolanya
domain openSID/pemeliharaan sebanyak 25 domain desa dengan capaian
Kinerja berupa Persentase peningkatan Pengelolaan Nama Domain yang
telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Subdomain di Lingkup
Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota.

. Subkegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerash
dengan alokasi dana sebesar Rp, 2.659.457.400,- sampal dengan bulan
oktober 2021 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.759.358.400,- (68,89
9%} dengan realisasi fisik sebesar 68,809%, keluaran dari subkegiatan Ini
adalah Terpeliharanya Jumlah Jaringan Intra Pemerintah yang terkoneksi
pada: OPD, Kecamatan, UPTD, Puskesmas, Rumah Dinas Pimpinan dan
Nagarl sebanyak 63 Pakst dan Jaringan intra pemerintzh milik Pemda
sebanyak 1 Paket dengan capaian Kinerja berupa Persentase peningkatan
Pengelolaan Mama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan
Subdomain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota.

1

o
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3.

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan alokas dina
sebesar Rp. 25.822.000,- sampai dengan bulan oktober 2021 dengan
realisas| keuangan sebesar Rp. 16.690.400,- (34,00%) dengan realisas| fisik
sebesar 34,00 %, keluaran darl kegiatan inl adalah tedaksananya evaluasi
SPBE Tahun 2021 sebanyak 1 kali dengan capaian Kinerja Persentasa
Peningkatan Pengelolaan e-Govermment di lingkungan Pemerintah Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota.

Subkegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah dengan alokasi
dana sebesar Rp. 136.BBB.B72,- sampai dengan bulan oktober 2021
dengan reallsasl keuangan sebesar Rp 40.014.320,- (31,18%) dengan
realisasi fisik sebesar 31,18%, keluaran dar kegiatan ini Jumiah
pemeliharaan sarana prasarana perangkat pendukung infrastruktur Data
Center yang memadai untuk 7 perangkat dengan capalan Kinerja Persentasa
Peningkatan Pengelolaan e-Government di lingkungan Pemerintah Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota.

Subkeglatan Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi dengan
alokasl dana sebesar sebesar Rp. 111,010.920,- sampal dengan bulan
oktobar 2021 dengan realisasi keuangan sabesar Rp 4.650.000,- (4,72 %)
dengan realisasi fisik sebesar 4,72%, keluaran darl kegiatan ini Jumiah
Pelaksanaan pengamanan terhadap sistem elektronik Pemerintah Daerah
selama 12 Bulan dengan capaian Kinerja Persentase Peningkatan
Pengelolsan e-Government di lingkungan Pemerintah Deerah Kabupaten
Lima Puluh Kota.

Subkeglatan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Bektronik
dengan alokasi dana sebesar Rp. 27.968.007 sampal dengan bulan oktober
2021 dengan realisasi keuangan sebesar Rp 6.600.000,- (17,35%) dengan
realisasi fisik sebesar 17,35%, keluaran dari kegiatan ini Jumlah Pelaksanaan

Pengembangan Satu Datz Kabupaten Lima Puluh Kota sebanyak 1 paket
dengan capalan Kinerja Persentase Peningkatan Pengelolaan e-Government

di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

. Subkegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis . Pemerintahan

Barbasis Elektronik dana sebesar Rp. 140.570.000,- sampal dengan. bulan
s N |

Rencana Kerja I_:El.rnJa]
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oktober 2021 dengan realisasi keuangan sebes R j
dengan reafisasi fisik sebesar 44,82%, keluaran. dar kegiatan INEIEa

aplikasi yang dibangun dan dikembangkan sebanyak 2 aplikasi dan Jurigh.
pelaksanaan pelatihan bagl aparatur sebanyak 2 kali dengan capaian Kinerja

Persentase Peningkatan Pengelolaan e-Government dilingkungan Pemerintah
Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

6. Subkegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan dengan alokasi
dana sebesar Rp. 24.669.000,- sampal dengan bulan okiober 2021 dengan
realisasi keuangan sebesar Rp 2.066.000,- (8,13 %) dengan realisasi fisik
sebesar 8,13 %, keluaran dari kegiatan ini Jumlah integrasi data pada
apliilkasl e-Gov sebanyak 2 paket Integrasi data dengan capaian Kinerja
Persentase Peningkatan Pengelolaan e-Government dilingkungan Pemerintah
Deerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

7. Subkegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/ Kota
Cerdas dan Kota Cerdas dengan alokasi dana sebesar Rp. 140.570.000,-
sampal dengan bulan oktober 2021 dengan realisasi keuangan sebesar Rp
4.415.000,- (12,09%) dengan realisasi fisik sebesar 25,61%, keluaran dan
kegiatan Inl FGD Evaluasi dokumen Masterplan E — Government sebanyak 1
Kegiatan dengan capaian Kinerja Persentase Peningkatan Pengelolaan e-
Government di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan, Alokasi dan Realisasi Dana

serta Keluaran dan Hasil Penyelenggaraan Urusan Statistik adalah sebagai
berikut:

Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

A. Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkungan Daerah Kabupaten/
Kota

1. Subkegiatan Koordinasi dan singkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, analisis

dan Diseminasi Data Statistik Sektoral dengan alokasi dana sebesar Rp.

B1.293.808,- sampai dengan bulan oktober 2021 dengan realisasi keuangan

sebesar Rp. 27.683.422,- (42,73 %) dengan realisasi fisik sebesar 42 73 9%,

keluaran dari keglatan ini adalah Jumiah sarana prasarana sebanyak 2

perangkat dan Jumiah dokumen dan Analisls Statistik Dacrah Kabupaten ©

Lima Puluh Kota sebanyak 4 dokumen dengan capalzl'!n_ kinerja Persentase

Rencana Kerja [Renja)
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Peningkatan Penyelenggaraan Statistik 8
Kabupaten/ Kota, :
dana sebesar Rp, 23.750.000,- sampal dengan bulan oktober 2021 dengan
realisasi keuangan sebesar Rp. 8.559.000,- (36,04 %) dengan realisas fisik
sebesar 36,04 9%, keluaran Jumiah Dokumen yang dikompliasl untuk database
sebanyak 1 dokumen, jumiah profil umum daerah sebanyak 1 paket, Jumiah
pesarta sosialisasi/bimtek sebanyak 60 peserta, Jumlah peserta peningkatan
kompetens| wali data sebanyak 1 peserta, Tersedianya alat penunjang
sebanyak 1 unit perangkat dengan capalan kinerja Parsentase Peningkatan
Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkungan Daerah Kabupaten/ Kota

C. Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, alokasi dan realisasl dana serta keluaran
dan hasil penyelenggaraan urusan Persandian adalah sebagai berikut:
Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi.

A. Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan informasi pemerintah Daerah
Kabupaten/ Kota.
1. Subkegiatan Penetapan kebijakan tatakelola keamanan informasi dan jaring

komunikas! Sandl Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dengan alokasi dana
sebesar Rp. 32.947.600,- sampal dengan bulan okiober 2021 dengan
realisasi keuangan sebesar Rp, 630.000 (1,91%), dengan reafisasl fisik
sebesar 1,91 %, keluaran dari kegiatan ini adalah 1 dokumen Kebijakan
penyelenggaraan persandian dan 1 kall koordinasli dan capaian Kinerja
Persentase Pemahaman Perangkat Daerah akan Penyelenggaraan Urusan
Persandian.

. Subkegiatan Pelaksanaan Analisis kebutuhan dan pengelolaan sumberdaya
keamanan Informasl Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dengan alokasi
dana sebesar Rp. 28.028.000 sampai dengan bulan oktober 2021 dengan
realisasi keuangan sebesar Rp. B00.000 (2,85%), dengan realisasi fisik
sebesar 2,87%, keluaran dari kegiatan ini 1 kali koordinas! untuk Monitoring
dan evaluasi kegiatan persandian dan capaian Kinerja Persentase Pemahaman
Perargkat Daerah akan Penyelenggaraan Urusan Persandian.

. Subkegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi pemeriptahan Daerah
Kabupaten/ Kota berbasis elektronik dan Non elektronik dengan alokasi dana

Rencana Kerja (Renja]
Dinas Komunikasi dan Informatika - f
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sebesar Rp. 53.304.825 sampal dengan f;, o SEa sl 4
keuangan sebesar Rp, 1,930,000 (3,62%), dehg isasi fisik stbgsandE

%, keluaran dari kegiatan ini adalah Jumlah peserta peningkatan kompetd 'w_
persandian sebanyak 1 orang, Jumlah Peserta sosialisasi/bimtek urusan
persandian sebanyak 50 orang, Terlaksananya layanan keamanan Informasi
dan tugas sejenisnya sebanyak 1 laporan, Penambahan peralatan
kantor/persandian sebanyak 1 Paket dan capalan Kinerja Persentase
Pemahaman Perangkat Daerah akan Penyelenggaraan Urusan Persandian

D. Sampai dengan bulan Oktober 2021 Program dan kegiatan yang melebihi target
kinerja hasly keluaran yang direncanakan tidak ada,

E. Faktor — faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target
kinerja Program kegiatan.

1. Fakter faktor penyebabnya tidak tercapainya target kinerja Program kegiatan
Untuk bulan Oktober 2021: Target yang ditetapkan oleh Dinas Komunikasi
dan Informatika tercapal semuanya.

2, Faktor-faktor penyebab terpenuhinya reakisasi program/ kegiatan yang
sesuai dengan target kinerja program dan kegiatan yang telah ditetapkan
adalah

- Adanya perencanaan yang matang dalam penyusunan rencana kinera
sehingga realisasi program/ kegiatan dapat dicapai sesuai harapan,
Adanya koordinasi dan pemahaman tugas guna penyeimbangan dalam
pelaksanaan program/ kegiatan yang fterarah serta relevansi antara
program dan pagu anggaran yang tersedia.

- Adanya sumber daya aparatur, sarana, dan prasarana pendukung sera
sumber dana pendukung kegiatan dari APBD Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun Anggaran 2021 yang selaras dengan pencapaian target masing-
masing kegiatan.

F. Implikasi yang Timbul terhadap target capaian program Rensira Perangkat
Daerah.

Implikasi merupakan dampak atau suatu kesimpulan dar target capaian

Program Renstra Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan IninrmatiE

adalah sebagai berikut: €

Kencana Kerja [Renja] e
Dinas Komunikasi dan Informatika . ® _
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2026 bardampak positif bagi OPD bagi Dinas Komunikasi dan Info “F a
karena target target yang ditetapkan telah terealisasi sesuai dengan t:argat
yang ditetapkan.

- Terhadap program yang realisasinya belum memenuhi target sesuai
Renstra Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika berdampak
pada laporan kinera realisasi keuangan Dinas Komunikasi dan
Informatika.

Rencana Kerja (Renja) a l s Y

Dirmas Komunikass dan Informatika .
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(IKD) sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Tahun 2015 - 2021 tetapl dalam capaiannya Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Lima Puluh Kota mempunyai 16 Kelompok Informasi Magyarakat (KIM) yang

tarsebar di Kecamatan yang ada di Kabupaten Lima Fuluh Kota,

. Indek keterbukaan publik Tingkat capaian Indek Keterbukaan Informasi Publik yang
dikeluarkan oleh Komisl Informasi Propinsi Sumatera Barat Tahun 2021 yang di
umumkan pada bulan Desember 2021 tercapai indek 44,84 (Kurang Informatif) dan telah
mencapai target perubahan yang ditetapkan oleh Dinas Komunikasi dan informatika
pada tahun 2021 ini yang disebabkan adanya Refocusing Anggaran Program, Kegiatan
dan Subkeglatan yang menyebabkan adanya beberapa target kegiatan yang tidak bisa
dicapail direalisasikan karena pemotongan anggaran ini. Untuk mencapal realisasi ini,
harus memenuhi 4 indikator yakni indikator Pengembangan Website, Indikator
Pengumuman Informasi Publik, Indikator Pelayanan Informasi Publik dan Indikalor
Penyediaan Informasi Publik dengan 43 pertanyaan dengan diseriai data dukung untuk

seliap pernyataan,
keberhasilan dalam pemenuhan penilaian Indikater kinerja ini disebabkan faktor adanya :

1. Telah tersedianya madia akses Informasl Publik
2. Telah adanya peraturan yang jelas tentang prosedur layanan infermasi publik
3. Adanya komunikasi yang jelas dan konsisten,

4  Sikap Kejujuran, Komitman dan demokratis.

5, Struktur Organisasi yang sesual dengan pola kerja dan tata nilal, SOP, koordinasl
serta sesuai dengan Tupoksi. i |

Rencana J{crjﬁﬂen}i} ;
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Selaian dar faktor pendorong keberhasian,

pencapaian kinera yakni :

1. Faktor Sumber Daya, baik berupa kekurangan personil dan keahlian,
2. Faklor Sarana dan Prasarana, dan Faktor Pendanaan,

3. Website Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pembantu tidak rutin dl islf upload
dengan informasi kegiatan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) meraka.

4. Penyesuain aktifitas dalam menghadapi Wabah Virus Covid-18.

5. Kurang Koordinasil pembinaan terhadap Organisasi Perangkat Caerah (OPD)
pembantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumantasi (PPID).

6. Ruangan untuk pelayanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PFID)
magih tarlalu minim dan tidak memiliki ruang tunggu untuk masyarakat yang akan
meminta informasi.

7. Dalam Monitoring dan Evaluesi Keterbukaan Informasi Publik ada beberapa
informasi Publik yang tidak diternuif didapatkan oleh tim baik itu di webside Pejabat
Pangelola Informasi dan Dokumentasi (PPID} maupun data dukung yang
dilampirkan dalam kKuisioner,

3. Tingkat capalan Nilal Indek SPBE Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota yang untuk
tahun 2021 yakni 2,68 telah mencapai target perubahan yang ditetapkan oleh Dinas
Komunikasi dan Informatika pada tahun 2021 ini, penurunan target ini yang tertuang pada
Perubahan Perjanjian Kinerja disebabkan adanya Refocusing Anggaran Program,
Kegiatan dan Subkegiatan yang menyebabkan adanya beberapa target subkegiatan yang

tidak hisa dicapai/ direalisasikan karena pemolongan anggaran ini.

Penilaian Sistern Pemerintahan Berbaslis Elekironik (SPBE) tingkat Kementeran yakni
berupa file dan dengan meng-upload bahan/ pembuktian ke hitp:/spbe go.id, dokumen hasil
resmi Indek SPBE diumumkan pada fanggal 24 Desember 2021 oleh Kementeriang
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik rﬂﬁﬂ?ﬂh dengan .

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negaran dan Reformasi Birokrasi Republik-"

Rencana !{urj_a [H]:nja} .-: ,

Dimas Komunikasi dan Informatika: ' .." h"l . .
Kabupaten Lima Puluh Kota Bt o L 40
Tahun 2023 y




Indonesia Nomor 1503 Tahun 2021 tentang hasil Evaluasis

Elektronik pada Kementrerian, Lambaga, dan Pemerintah S 1 '

Tujuan SPBE adalah untuk mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang bersih, efekdif <
fransparan, dan akuntabe!, mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya

serta meningkatkan keterpaduan dan efisiansi panyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik (SPBE),

Untuk mancapai target yang ditetapkan harus memenuhi 4 (empat) domai yaitu

1. Domain Kebijakan internal Sistem Pemerintahan Berbasis Elekironik (SPBE) yang terbagi

menjadi ;

= Asgpek 1. Kebijakan intermal tata kelola SPBE dangan bobol nilal 13% yang terdiri darni

10 indikator penilaian.
2. Domain tata kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terbagi menjadi .

= Aspek Z. perencanaan strategis dengan bobot nilai 10% dan terdiri dari 4 indikator

penilaian.

= Aszpek 3. teknologi informasi dan komunikasi dengan bobot nilai 10% yang terdiri dar

4 indikator penilaian, serta
e Aspek 4. Panyelenggara SPBE yang terdiri dari 2 indikator
3. Domain Manajeman Sistem Pemerintahan Berbasis Elekironik (SPBE) terbagi menjadi:

= Aspek 5. penerapan manajemen SPBE dengan bobot niai 12% dan terdiri dari B
indikator penilalan,

"
= Aspek 8. audit TIK dengan bebet nilai 4,5% yang terdiri dan 3 indikater penilaian.

-

4. Domain Layanan Sisterm Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPEE) terbagl menjad:

o Rencana Kerja (Renja)
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menjad| 6 indikator penilaian

+ Aspek B. Layanan Publik berbasis elektronik dengan bobot nilai 18% dan terbagit.

Indikator tingkat kematanpan dengan disertai data dukung untuk setiap pernyataan sshagai

barikut :

DOMAIN 1. Kebljakan Internal SPBE

ASFEK 1. KEBIJAKAN INTERNAL TATA KRELOLA SPEE, Bobot nilal 13 %

a. Indikator 1
b. Indikator2
. Indikator 3
d. Indikator 4
&, IndikatorS
f.  Indikator 6

Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitekiur SPBEE
Instansi Pusat/Pemerintah Daerah

Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Peta Rencana Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Instansi Pusat/
Pemerintah Daerah

Tingkat Kematangan Kabijakan Internal Manajemen Data di
Instansl Pusat/ Pemerintah Daerah

Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Pembangunan
Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Pusat Data.
Layanan Pusat Data adalah penyediaan penyimpanan apfikasi
dan data yang bertujuan unluk menjamin ketersediaan
penyimpanan data bagl Instans| Pusat dan Pemerintah Daerah
Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Jaringan

2018, Pasal 27 ’ F o |

N Eumam!{l:rji[ﬁmii] ; ,
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g. Indikator 7

h. Indikator 8
i, Indikator @
j.  Indikater 10

Keamanan Informasl. Evidence kebijakan internal terkait

Manajeman Keamanan Informasi

Kebijakan internal Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi
(TIK)

Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Tim Koordinasi Sistem
Pemerintahan  Berbasis Elektronik (SPBEE) Instansi

Fusat/Pemenntah Dasrah

DOMAIN 2. TATA KELOLA SPBE

ASPEK 2. Perencanaan Strategis SPBE. bobot nilai 10%

a. Indikator 11
b. Indikator 12
¢. Indikator 13

. Rencana H-l:rj-a- er.'nhi]

Dinas Komunikasi dan Informatika

Tingkat Kematangan Arsltektur SPBE Instansi
Pusat/Pemerintah Daerah. Data dukung ;| Dokumen Arsitekiur
SPBE / Rencana Induk Tl / Masterplan TIK [/ Cetak Biru /
Master Plan Smart City yang menggambarkan sebagian
Referensi Arsitektur SPBE dan/atau Domain Arsitekiur SPBE
dan didokumentasikan secara formal

Tingkal Kematangan Peta Rencana SPBE |Instansi
Pusat/Pemerintah Daersh. Data dukung . Dokumen Peta
Rencana SPBE yang didalamnya mencakup seluruh muatan
Peta Rencana SPBE dan Rencana Kerja dan Anggaran 3
(tiga) tahun terakhir yang di dalamnya terdapat Peta Rencana
Sistem Pemerintahan Berbasis Elekironik (SPBE)

Tingkat Kematangan Keterpaduan Rencana .dan Anggaran
SPBE. Eviden . Dokumen Rencana dan. Anggaran SPBE

Kabupaten Lima Puluh Kota ey L 43
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d.

Indikator 14

perbaikan dan dokumentasi penerapan Inovasi Proses Bisnis

melalui sistem elekironik

ASPEK 3 Teknologi Informasi dan Komunikasi, bobot nilai 10%

b.

c.

d.

Indikator 15

Indikator 16

Indikator 17

Indikator 18

Hencana H'I:I-']E-I. tﬁtn}l]

Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasl SPBE. Eviden
Dokumentasi proses pembangunan / pangembangan Aplikasi
SPBE yang didalamnya mencakup sikius pembagunan aplikasi
dan didokumentasikan secara formal; Dokumentasi aktivitas-
aktivitas pembangunan/ pengembangan Aplikasi SPBE
Terdapat notulensi’catatan / laporan hasil monitoring dan
evaluasi pembangunan dan/atau penggunaan Aplikasi SPBE
serta bukll undangan rapat evaluasi pembangunan Aplkas|
SPBE

Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data. Eviden terdapat
prosedur pengoperasian baku Layanan FPusat Data,
Daftar/katalog unit kerja pengguna pusat data terpusat beserta
alamat aksesnya

Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi
Pusat/Pemerintah Daerah. Eviden @ Dokumentasi unt kerja
yang terhubung dalam jaringan intemal, untuk menunjukan
adanya jaringan internal yang digunakan, Dapat berupa VPN
atau jalur lsinnya yang digunakan

Tingkat Kematangan FPenggunaan Sistem Penghubung
Layanan Instansi PusatPemerintah Daerah. I_Eﬁ.-i?amp*.;ﬂarllar

"I-I- : i :
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source code pamanggilan APl Screenshot berupa I:ranh.llt
integrasi layanan, middiewara (AP1), dan data Integrasi dapat
berupa pertukaran data antar sistem/aplikasi sshingga tidak
diperiukan entri ulang terhadap dala yang sudah ada pada
sistem/aplikasi lainnya. Integrasi tidak berupa link akses ke

web/apiikas! lain, atau akses login ke sistem lain

Aspek 4: Penyelenggara SPBE

b.

Indikator 19

Indikator 20

Tingkat  Kematangan Tim  Koordinasl SPBE Instansi
Pusat/Pemerintah Daerah, Evidence SK Tim Koordinasi,
Rencana Program Kerja, Dokumentasi Felaksanaan Program
Kerja, Evaluasi atas tugas atau Program Kerja Tim Koordinasi.
Dokumentasi aktivitas-aktivitas rapat koordinasi pelaksanaan
tugasiprogram kerja dengan seluruh unit kera/perangkat.
Motulensi'catatan/laporan reviu atau evaluas| tugas program
kerja Tim Koordinasi Sistem Pemenintahan Berbasis Elektronik
(SPBE)

Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE. Evidence
SK Forum Kelaborasi, Rencana Program Kerja. Notulensi /
catatan/laporan, bukti undangan, dan/atau dokumentasi

aktivitas rapal koordinasi Forum Kolaborasi SPBE. Reviu dan

evaluasi pelaksanaan kolaborasi penerapan SPBE

Rencana H:rja [Renja)
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o

Domain 3. MANAJEMEN SFBE, bobot nilai 16,50%

ASPEK 5. PENERAPAN MANAJEMEN SPBE, bobot nilai 12%:

a. Indikator 21
b. Indikator 22
¢. Indikator 23
d. Indikator 24
e, Indikalor 25
f. Indikator 26

g. Indikator 27

Rencana h:;rja [Renja) 5 ¢ !
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Tingkal kematangan penerapan manajemen Riziko SPBE
(Salah satu data dukungnys : pedoman internal (level unit)
yang diturunkan dari permenpanREB no 6/2020)

Tingkat kematengan pensrapan manajgmen Keamanan
Informasi (data dukung antara lain pergulv perwal) atas
manajemen keamanan informasi, umumnya disebut dokumen
“Manual SMKI"

Tingkat kematangan penerapan manaemen Cata. Data
dukung antara lain pedoman intemal (level unit) yang
diturunkan dari PERMENPPN 16/2020

Tingkat kematangan penerapan manajemen Asel TIK. Dala
dukung antara lain pedoman manajemen aset TIK formal
yang ditetapkan

Tingkat kematangan penerapan manajemen Sumber Daya
Manusia, Data dukung antara lain dokumentasi telah
dilaksanakan pelatihan/sertifikasi dar rencana peningkatan

kompetensi, atau adanya hasil penilaian evaluasi kinerja ASN

: Tingkal kematangan penerapan manajemen Pengetahuan.

contoh data dukung hitps:fsimpan-
spbe bppt.go id! https:/fspbe semarangkota.go Idf

Tingkat kamatangan penerapan manajemen Parubahan, Data
dukung: remja terkait manajemen perubahan, rencana
perubahan/upgrade & prosedur farmal yang mﬁ_mhgktug proses
umum manajemen perubahan SPBE padn,_ﬁEMUlh ulri‘rt iuﬂﬂ
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h. Indikator 28 ¢ Tingkat kematangan penerapany

ASPEK 6. AUDIT TIK, bobot nilai 4,5%
a. Indikator 29 - Tingkat kematangan Audit Infrastruktur SFBE. Data dukung

antara lain barupa padoman audit infrastruktur

b. Indikator30 : Tingkat kematangan Audit Aplikasi SPBE. Data dukung
pedoman audit aplikasi
c. Indikator 31 Tingkat kematangan Audit Keamanan SPBE. Data dukung :

pedoman audil keamanan informasl

Domain 4: Layanan SPBE, bobot nilai 45,50%. data dukung @ Manual book, Screenshot
berenjang level 1 - 5, Tidak hanya menyertakan halaman login, Screenshot setiap proses

penggunaan aplikasi

ASPEK 7. LAYANAN PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK, bobot nilal 27,5%

a. Indikator32 : Tingkat Kematangan Layanan Perencanaan Berbasis
Elektronik

b. Indikator33 : Tingkat HKematangan Layanan Penganggaran Berbasis
Elektronik

¢. Indikator 34 . Tingkst Kematangan Layanan Keuangan Berbasis Elekironik

d. Indikator35 : Tingkat Kematangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa
Berbasis Elektronik

. Indikator36 : Tingkat Kematangan Layanan Kepegawaian Berbasis
Elektronik € -

f  Indikator37  :© Tingkat Kematangan Layanan ﬁmimmaiamlﬁ
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g. Indikator 38

Negara Barbasis Elekiranil

Tingxat Kematangan Layanap

Tingkat Kematangan

Layanan

Pemerintah Berbasis Elektronik

Puzat’Pemernntah Daerah Berbasis Elektronik

h. Indikator 38
i. Indikator 40
j Indikator 41

Elekiranik

ASPEK 8. LAYANAN PUBLIK BERBASIS ELEKTRONIK, bobot nilai 18%

a. Indikator 42

b. Indikator 43
c.  Indikator 44
d. Indikator 435
e. Indikator 48
f Indikator 47

Layanan Data Terbuka

Layanan Publik sektor 1
Layanan Publik sektor 2

Layanan Publik sektor 3

Layanan Pengaduan Pelayanan Publik

Jaringan Dokumentas! dan Informasl Hukum

Pengawasan

keberhasilan pencapaian target Indikator kinerja ini disebabkan faktor adanya :

Tingxat Kematangan Layanan Akuniabiltas Kinerja Instansi

Tingkat Kematangan Layanan Kinerja Pegawai Berbasis

1. Kebijakan Tim Pengarah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SFBE),

Kabijakan Inovasi Proses Bisnis,

2. Telah adanya Rencana Induk/ Master Plan e-Government Kabupaten Lima Puluh

Kota yang berisi kerangka pemikiran dasar, cetak biru pengembangan,

Pentahapan pengembangan dan rencana implemantasi.

3. Telah adanya peraturan yang jelas tentang prosedur SPEE

4, Telak adanya Jaringan Intra Pemerintah Daerah dan system

Layanan Pemerintah Daerah.
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5. Adanya Infrastruktur SPBE (perangkat keras,f

dan komunikasi data, bandwidth, disaster recoye
6. Telah adanya Aplikasi, Website SPBE dan Integrasi system Aplikasi.

7. Struktur Organisasi yang sesual dengan pola kerja dan tata nilai, SOP, koordinasi

serta sesuai dengan Tupoksi,

8. Anggaran dan Belanja Teknologi Informasi Komunikasi (TIK)Y Dokumenj
Perencanaan dan Penganggaran Teknologi Informasi Komunikasi (TIK), perbup

parancanaan dan penganggaran.
8. Layanan Publik berbasis elektronik.

Selaian dar faktor pendorong keberhasilan, masih terdapat kekurangan dalam

pencapaian kierja yakni |

1. Adanya perubahan pedoman evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
(SPBE) secara Nasional yang semula berdasarkan Permenpan Reformasi Birokrasi
Momor 85 Tahun 2018 (35 indikator), menjadi Permenpan Reformasi Birokrasi

MNomor 58 Tahun 2020 (47 Indikator).

2. Kurangnya Perhatian dan Kerjasama Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

pendukung dalam memenuhi indicator penllaian khususnya untuk indicater baru.

3. Faktor Sumber Daya, balk berupa kekurangan personil dan keahlian, Faktor Sarana

dan Prasarana, dan Faktor Pendanaan.

4, Persantase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terinlegrasi tidak
menjadi Indikator Kinesja Daerah (IKD) pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah

w
Dgerah (RPJMD) Tahun 2016 — 2021, akan tetapi Dinas Komunikasl-dan Informatika

- — -
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Aplkasi Layanan Publik yakni:

a. Aplikasi Covid 19 (hitps./fcovig 19 [imapuluhkotakab. go.id/)

b. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum [(JDIH)
(https:/fidih imapuluhkotakab go.idf)

e. Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID) (hitps.f/ppid. limapuluhkotakab.go.id/)
d Opansid (httos taram-limapuluhkolakab desa idf)

& Layanan Pengadaan Secara Elekironk (LPSE)
{hitp:/fpse. limapuluhkotakab 9o id)

f. Smartdukcapil. (hitps 'smardukeapil |i df

g Spdan Lapor (hitps:Mimapuluhkotakab.lapor.go id)

Dan kesemua Aplikas! Layanan Publik ini telah diselenggarakan secara online
dan terintegrasi

5. Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD)} yang menggunakan data Stafistik
dalam Menyusun perencanaan pembangunan daerah telah berjumiah 43 (empat puluh
tiga) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hal ini telah disampaikan dalam Indikator

Kinerja Kunci Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021

6 Perseniase Organisasl Perangkal Daerah (OPD) yang menggunakan data Statistik
dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah telah berjumlah 42 (empat puluh tiga)

Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

7. IKK Outcome Mengukur tingkat keamanan informasi Pemerintah Kabupaten/Kota tidak
bisa terlaksana disebapkan karana untuk mengukur Ini periu metode khusus yaitu
indeks KAMI yang belum pemah dilakukan, sehingga belum bisa ditentukan nilai dari
indikator ini,
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Indikator Kinerja Utama yang sudah mencapa: target yang ditetapkan dan juga dapat dirumuskan
beberapa isu penling yang berhubungan dengan penyslenggaraan tugas dan fungsi Dinas
Kaminfo sebagaimana berikut:

2.3.1. Tingkat kinerja Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika.

=

Indikator Indek Keterbukaan Informasi Publik mencapai indek 44,84 (kurang Informatif)
dan telah mencapai target perubahan yang dietapkan cleh Dinas Komunikasi dan
Informatika pada Tahun 2021 penurunan dan tahun sebelumnya disebabkan adanya
penambahan indikator penilaian yang baru dan belum dipahami serta saran dan
masukan yang belum ditanggapi dar penilaian sebalumnya serta adanya Recofussing
Anggaran Program, Kegiatan dan Subkegiatan.

Indikator Indek Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Indek 2 68
telah mencapai targel perubahan yang ditetapkan oleh Dinas Komunikasi dan
Infarmatika pada Tahun 2021, penurunan target indikator ini disebebkan adanya
Refocussing Anggaran Program, Kegiatan dan Subkegiatan serta adanya perubahan
indikator dan penambahan indikator penilaian yang baru dan masih belum dipahami
oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta masih kurangnya dukungan/ kerjasama
dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain terkait dengan pemenuhan penilaian
pembuktian data dar indikator,

Indikator Persentase OPD yang menggunakan Stalistk dalam menyusun Perencanaan
Pembangunan Daerah dengan persentase sebesar 100 telah mencapal target
perubahan yang ditetapkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika pada Tahun 2021
Indikatar Tingkat keamanan Informasi Pemerintah Kabupaten dengan persentase
sabesar 0 telah balum mencapai target yang ditetapkan oleh Dinas Komunikasl dan
Informatika pada Tahun 2021, dikarenakan Kabupaten Lima Puluh Kota balum
mengikutl penilaian indek yang dilaksanakan oleh BSSN melalui KAMI dan di Propinsi
Sumatera Barat hanya Pemenntah Propinsi yang telah mengikutinya.

2.3.2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraaan tugas dan

Kabupaten Lima Puluh Kota i

fungsi Dinas Kominfo, antara lain,

1. Terbatasnya orang ahii Teknologl Informasi dan Komunikasi (TIK), Persandian, Statistik &

yang bergabung di Dinas Kaminfo = - .

2. Kurangnya kompetensi pelatihan peningkatan.
3. Keterbatasan SDM Teknis
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4, Keterpatasan sarana dan prasarana
5. Keterbatasan anggaran :
6. Terbatasnya Sumber Daya Manusia di Bidang Pengelolaan Infastrukiur TIK, Tata
Sistem Keamanan dan Pengelolaan Pusat Data
7. Belum semua wilayah kabupaten tercover oleh jaringan intra pamerintah
8. Terbatasnya kewenangan dalam pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi dan
Komunikasi (T1K). Parsandian dan Statistik
9. Belum terselenggaranya teknis pangamanan informasi secara optimal
10. Belum tersedianya data statistik yang tarintegrasi
11. Tldak Terkoneksinya jaringan di beberapa Kecamatan dan Nagari di Kabupaten Lima
Puluh Kota.
12, Masih belum sinargisitas pengelolaan data dan informasi antar elemen sehingga masih
terdapat data dan informasi yang befum komplit, kenkrit, benar, valid dan relevan serta
real time,

2.3.3. Dampaknya terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah.

Menurut Undang-Undang Momor 25 Tahun 2004 fentang Sistem Parencanaan
Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Fanjang
Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah,

Penyajlan visi dan misi ini dalam dokumen perencanaan merupakan implementasi
pendekatan politis dalam perencanaan pembangunan daerah dizamping pendekatan lainnya,
yatu pendekatan teknokratik. partisipatif, serta atas-bawah dan bawah-atas. Dalam Pasal 21
ayat (4) Undang-Undang Momor 23 Tahun 2014 dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan
pendekatan politis tersebut adalah menerjemahkan visi dan misl kepala daerah terpilih ke
dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang selanjutnya dibahas
bersama dengan DPRD,

Bardasarkan peraturan diatas serta dengan mempertimbangan berbagai permasalahan
deerah, tantangan pembangunan yang dihadapi, capaian pambangunan pada akhir psnode
permbangunan jangka menengah sebelumnya, dan berbagal dokumen terkait lainnya sepert o
RTRW Dasrah 2012-2032, RPJPD 2005-2025, sera dokumen persacanaan p[mirhei_ dan
kabupaten/kota yang berdekatan, maka visi pembangunan dasrah untuﬁ tahun 2021 - 2026 r
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adalah:

“MEWUJUDKAN LIMA PULUH KOTA YANG MADANI|, BERADAT DAN BERBUDAYA
DALAM KERANGKA ADAT BASANDI SYARAK, SYARAK BASANDI KITABULLAH

Pada Visi Kabupaten Lima Puluh Kota terdapat 3 (tiga) kata kunci yaitu Madani, Baradat
dan Berbudaya, Nilai nilal adat Basandi Syarak, syarak basandi kitabullah. Masing-masing kata
kunci tersebut dapat dijelaskan sehagai banikut:

1. Madani,

Madani adalah Masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota yang harmonis, demakratis,
manjunjung tinggl etika, moralitas transaparan, toleransi, berpotensi, aspiratif. bermotivasi,
berpartisipasi, mampu berkoordinasi, sederhana, sinkren, integral emansipasl, menghargai
hak asasi dan nilai nilai kemanusian serta maju dan modern dalam penguasaan limu
pengetahuan dan teknologi.

2. Beradat dan barbudaya
Beradat dan berbudaya adalah Masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota yang santun
bertutur kata, sopan dalam berperilaku sesuai dengan adat istiadat dan budaya yang ada
mengekpresikan dan menghargai nikai-nilal budaya dalam kehidupan masyarakat luas.

1. Milai nilai adat Basandi Syarak, syarak Basandi Kitabullah
Milai nilal adat Basandi Syarak, syarak Basandi Kitabullah adalah kondisi dimana seluruh
unsur pemerintah, Lembaga, organisasi dan masyarakat secara Bersama-sama
mewujudkan pemahamanan dan pengamalaan nila-nilai adat dan budaya Minangkabau
dalam setiap akfivitas kehidupan yang berlandaska kepada ajaran agama islam,

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perancanaan
Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Megerl Nomor 86 Tahun 2017 Tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daersh, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Fanjang
Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Dan Rencana Kera Pemerintah Daerah, yang dimaksud dengan Misl adalah rumusan
umum mengenal upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Disamping i,
misi juga dapat didefinisikan sebagai komitmen terbaik deerah terhadap stakefolder, Ada™
banyak stakeholder pembangunan daerah, utamanya adalah masy:amkatgubauai objek
(tujuan) sekaligus subjek (pelaku} pambangunan. - [ AN »
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Dalam upaya untuk mewujudkan visi yang teiah_'lﬁl_

kondsl dan permasalahan yang ada, tantangan kedepan, serta
peluang yang dimilki maka ditetapkan Misi sebagal benkut

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang berbudaya dan berdaya saing '
berlandaskan kelmanan.

2. Mendorong pertumbuban dan perkembangan ekonomi lintas sectoral yang meamiliki
keunggulan ditingkat local dan regional

3. Mendorong potensi nagari sebagal poros pembangunan daerah.
4, Meningkatkan kualitas Layanan publik melalui Reformasi Birokrasi seutuhnya.

5 Meningkatkan pembangunan Infrastruktur yang secara terpadu yang mendorong
pertumbuhan ekonomi dan kualitas kehidupan masyarakat yang leoih balk.

Strategi dan Arah kebijakan dalam Renstra 2021-2026

Ada beberapa masalah penting yang harus diselesaikan oleh Dinas Komunikasi dan

Informatika Kabupaten Lima Puluh Kota dengan strategi dan kebijakan, beberapa masatah

fersabut adalah:

1. Belum tersedianya Sumber Daya Manusia yang kompeten dan inovatif berbasis TIK,
Persandian dan Statishk.

2. Kurang tersedianya sarana dan prasarana Bidang TIK, Pesandian dan Stafistik

3. Belum berkembangnya sistem dan aplikasl pelayanan publik terintegerasi, aman terpadu,
menyaluruh dan mudah di aksses masyarakat,

4, Belum memiliki legalitas formal berupa Perda yang mendukung penggunaan dan
pamanfaatan TIK, Persandian dan Statistik di Pemerintah Kabupatan Lima Puluh Kota

5. Terbatasnya blaya operasional perawatan Infrastruktur perangkal keras dan infrastruktur
perangkat lunak

6. Terbatasnya jaringan internet dan intranet di Kabupaten Lima Puluh Kota

7. Masih rendahnya ketersedian data statistik di berbagal bidang untuk kepentingan
pembangunan daerah

g Rendahnya pemahaan persandian di daerah

8 Lima Puluh Kota Menuju Smart City.

10. Belum tersedianya Media Center dan Videotron untuk penyampaian informasi ke
masyarakat.
11, Masih rendahnya system keamanan informasi di Kabupaten Lima Puluh Kota. -
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menjadi Bidang Aplikasi dan Informatika, dan Seksi Persandian menjadi Bidang
Persandian dan Manaiemen Data Elekironik serta Bagian Layanan Hubungan
Masyarakat (Humas) yang sebelumnya berada di salah satu Baglan Sekretaniat
Daerah sekarang dialihkan ke Dinas Komunikasi dan Informatika hal tersabut
merupakan tanyangan - tantangan yang harus dihadapi Oteh Dinas Komundikasl dan
Informatika dan dengan sumber daya manusia dan dengan berbagai macam
keterbatasan yang ada. Sementara menurut tusinga Dinas Komunikasl dan
Informatika merupakan lembaga teknie daerah yang cukup strategis dalam
menantukan kebljakan program pengembangan bidang telematika, Persandian dan
Statistik dl daerah, kurangnya jumlah Pegawa pada Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Lima Puluh menjadi permasalahan internal karena dalam
menjalankan tusinya diperlukan faktor-faktor pendukung Sumber Daya Manusia.
Perkembangan teknologl komunikasi, persandian dan Data d| Indonesia selalu
berjalan dari masa kemasa. Sebagal Negara yang sedang berkembang, selalu
mengadopsi berbagai teknclogl Informasi hingga akhirnya tiba di suatu masa di
mana penggunaan internet mulai menjadi “makanan” sehari-hari yang dikenal
dengan teknologi barbasis intenet (internel based lechnology).

Saat ini pemanfastan teknologi informasi dan komunikasi, pengamanan
informasi dan dala sedang menuju pada era smart cify, yang melibatkan sektor
pemerintah (government) selaku fasilitator, sektor publik (ctizen) selaku pengguna
layanan Informasi dan komunikasi, dan sekior komunitas (business] selaku mitra
pamerintah dalam melakukan berbagai terobosan dan inovasi di bidang teknologi
informasi, komunikasi, persandian dan data. Pelaksanaan teknologl informasi,
komunikasi, persandian dan data didalam Smart City merupakan elemen penting
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Peranan teknologl informasi pada
aktivitas manusia pada saat ini memang begitu besar. Teknologl Informasi,
persandian dan data telah menjadi fasilitas utama bagl kegiatan di berbagal sektor
kehidupan dimana juga memberikan andil besar terhadap perubahan-perubahan
yang mendasar pada sirukiur operasi dan manajemen pendidikan, kesehatan,
tenaga kerja, sosial, lingkungan, UKM (Usaha Kecll Menengah), perhubungan dan
perizinan. Oleh karena itu sangatlah penting peningkatan kemampuyan sumber daya -
manusia {(SOM) Teknologl Informasi dan Komunikasi (TIK), pengamanan informasi
dan data, mulai dari keterampilan dan pengetahuan, perencanaan. pengoperasian, "
perawatan dan pengawasan, serta peningkatan H&I'I'IEIEm TIK para pimptnan di
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lembaga pemerintahan, pendidikan, UKM [Usaha/¥

TIK. Sehingga pada akhirmya akan dihasilkan ¢ ng sang .

bagi manusia sebagai individu itu sendirl maupun bagl semua sektor ke

Berikut beberapa tantangan yang di hadapi oleh Dinas Komunikasl.

1. Bagian Hubungan Layanan Masyarakat (Humas) yang sebelumnya berada di
salah satu bagian Sekretarial Daerah sekarang dialihkan ke Dinas Komunikasi
dan Informatixa

2. Kurang memadainya Sumber Daya Manusia (3DM) dan peningkatan Kapasitas
Teknis juga menjadi permasalahan irternal karena dalam menjalankan tusi
diperiukan faktor-faktor pendukung Sumber Daya Manusia

3. Belum tersedianya media center untuk penyampalan informasi kepada

masyarakat.

Semakin cerdasnya masyarakat terkait kebutuhan akan informasi (Keberadaan

LU no 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menjamin hak

warga negara untuk mengakses informasi publik)

=

5. Kurang memadainya sarana media luar nuang, seperti rangka baiiho, billboard,
spanduk, dan videotron

8. Belum tersedianya mobil unit penyampaian informasi

7. Konten hoax yang beredar dimasyarakat

8. Belum tersedianya radio pemerintah dasrah

9. Belum tersedianya studio mini

10. Penyesuaian aparatur guna pelaksanaan tusi.

11. Maraknya serangan cyber terhadap keamanan informasi.

12. Belum maksimalnya proses pengembangan warehouse data kabupaten

13. Kondisi wilayah Kabupaten Lima Puluh Keta yang sangat luas sangat
berpengaruh dalam pengembangan sarana dan prasarana infrastrukiur
Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

14, Sudut pandang Aparatur Pemerintanan dalam mendukung pembangunan
maupun pemanfaatan sistem pemerintahan berbasis elektronik

15. Belum semua penggunaan dan pemanfaatan TIK memiliki dukungan legalitas
sacara formal dalam hal ini berupa Perbup maupun Perda.

48, Terbatasnya anggaran dalam pengadaan maupun perawatan infrastrukiur batk
ftu perangkat keras maupun perangkat lunak.

17. Kecenderungan perpindahan mekanisme aktifitas pekerjaan dari pola manunl'
menjadl pola elektronik yang semakin harl semakin meningkat-sehingga akan
menambah besar peluang phak-pihak yang tidak I'I‘Iﬁ:vl-‘;'l-m'ki ‘otortas  untuk- 4

melakukan aksi-aksi kejahatan di dunia siber, mwm otomatis akan
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20.

£1.

22.

23.

24,

26,

26.

27

28.

28,
30.

3.

32.

33,

35.
36.

mengakibatkan beban tugas darn Persa
semakin besar dan semakin strategis.
Rendahnya kesadaran ketepatan wakiu pm':.rarihan data darl produsen data
Belum optimalnya pemeriksaan data

Belum tersedianya Perbup tentang Satu Data Indonesia

Belum terintegrasinya data statislik dalam suatu system

Sulitnya mengumpulkan Informasi Publk dari Perangkat Daerah (baik softcopy
maupun hardcopy) dalam menetapkan DIGP

Sultnya berkoordinasi dengan OPD untuk melakukan uji konsskwensi maupun
pengklasifikasian Informasi Publik,

Rendahnya respon PPID Pambantu terkait tindak lanjut permochonan informasi
puiblik.

Rendahnya respon OPD terkait dalam menanggapl pengelolaan pengaduan
masyarakat,

Minimnya pengetahuan pelapor lentang tata cara pengelolaan pengaduan
masyarakat

Minimnya sosialisasi kepada masyarakat tentang tata cara mendapatkan
informasi dan tata cara pengaduan masyaraka.

Belum tersedianya Sumber Daya Manusia yang kompeten dan inovatif berbasis
TIK.

Kurang tersedianya sarana dan prasarana pendukung pada setlap Bidang.
Belum optimalnya pelaksanaan sistem Pemerintahan berbasis elektronik yang
terpadu

Belum berkembangnya sistem dan aplikasi pelayanan publik iernntegerasi, aman
terpadu, menyeluruh dan mudah di aksses masyarakat

Belum memiliki legalitas formal (Perda, Perbup) yang mendukung penggunaan
dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Persandian,
Komunikasi Publik, Humas dan Statistik di Pemerintah Kabupaten Lima Puluh
Kota

Masih banyaknya Daerah Blankspot dan terbatasnya jaringan internst dan
intranet di Kabupaten Lima Puluh Kota

. Masih rendahnya kualtas dan ketersedian data statistik di berbagai bidang untuk

kepentingan pembangunan daerah,
Belum optimalnya identifikasi dan pelaksanaan lugas - tugas persandian caerah. .
Lima Puluh Kota Menuju Smart City. - -
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b) Peluang: L by h /
Dinas Komunikasi dan Informatika berdiri -*ﬁinas ik Sesegl
dengan tusinya merupakan lembaga teknis daerah yang cukup strategls damgn
menentukan kebijakan program pengembangan urusan pemerntahan di bida

komunikasi, informatika, bidang statistik dan bidang persandian di daerah, agar
pelaksanaan tugas dan fungsl dari Dinas Komunikasi dan Informatika dapal berjalan
sesual dengan ketentuan. Berikut beberapa peluang yang dimiliki oleh Dinas
Komunikas: dan Informatika.

1:

10.

1.

12,

Adanya peranan Media Cetak, Media Online, Media Luar Ruang, dan Media
Penyiaran yang cukup besar dalam penyebarluasan informasi.

Keinginan yang tinggi dan masyarakat untuk mempercleh informasd

Komitmen dan dukungan dari pimpinan dalam pelasksanaan kegiatan terkait
pengelolaan dala

Pengembangan warehouse data Kabupaten

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia di Bidang analis data.

Kerjasama di bidang pengeloiaan dan pengembangan infrasiruktur TIK dengan
pinak penyedia

. Pengembangan jaringan intra pemerintah ke seluruh wilaysh di Kabupaten Lima

Puluh Kota

Meningkatnya komputerisasi di seluruh tingkat pemerintahan seiring dengan
pemalcaian fasilitas-fasilitas Teknologl Informas| yang disediakan.

Meningkatnya kualitas pelayanan publik oleh aparatur geiring dengan
peningkatan kinerja terkait pemanfaatan Teknologi Informasi.

Peningkatan kuantitas bimbingan-bimbingan teknis & Bidang Infrastrukiur TIK
termasuk Pusat Data Kabupaten balk dalam pengelolaan maupun keamanan.
Peningkatan kualifikasi Puzat Data sehingga akan memenuhi standar yang telah
ditentukan

Meningkatkan tata kelola sistem keamanan Teknologl Informasi

13, Menjalin Kerjasama dengan pihak penyedia layanan informast BUMN.

14 Dasrah yang termasuk dalam Daftar Blank Spot Signal Telekomunikasi di

usulkan | fasiltasl melalui operator telekomunikasi agar mau berinvestasi
sehingga seluruh daerah menjad| berdering.

15, Reformasi birokrasi dengan e-Governmeni mendukung terciptanya Good ™

Goverment and Clean Govemance,

16, Pelaksanaan E-Govermnment

Rencana Kerja (Renfa)
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17. Pengembangan jaringan telekomunikasi dan ind f
nagan,

18. Peningkatan kebutuhan keterbukaan informasi publik balk pada ling
masyarakat, dunia bisnis dan antar pemerintah melalui berbagal media

19, Peningkatan kualitas dan ketersediaan data starfislik di berbagai bidang untuk
kepentingan pembangunan daarah

20. Sosialisasi dan Pelatihan persandian.

71, Meningkatnya peran aktif masyarakat dalam mengembangkan informasi antara
lain Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) berbasis 1T,

22. Adanya peranan media massa cetak dan elekironik yang cukup besar dalam
menyabariuaskan informasi.

23. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dapat meningkatkan kinerja
aparstur yang tentunya meningkatkan kualitas layanan public.

2.3.5. Formulasi isu-isu penting dalam pelayanan perangkat daerah.

Dari hasil pengamatan dapst diidentifikasikan isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan

pungsi Perangkat daerah sebagal berikut:

1. Tarbatasnya sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi serta penyelenggaraan pelayanan publik

2 Balum optimalnya kinerja pelayanan komunikasi dan informas:.

3. Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) guna penyebaran, penyediaan dan

pemanfaatan informasi yang dilaksanakan oleh pemerintah secara akiif, mengumpulkan

informasi yang bermanfaat untuk dapat diakses oleh masyarakal yang secara aktif dapat

menggali, mengolah dan menyebarkan informasi secara bertanggungjawals.

Indeks Evaluasi Sistemn Pemerintahan Berbasis Elektronik darl Menpan-RE

Keharusan pemanfaatan data melalu satu data Indonesia

Tuntutan aparatur akan data yang akurat dalam pelaksanaan kegiatan

Peningkatan ketersedlaan data dan informasi melalui sumber daya teknolegl informasi

Penyusunan regulasi terkait penggunaan data dalam kegiatan pemerintahan.

Peningkatan pemanfaatan Teknologi Informas: khususnya Infrastrukdiur TIK, Pusat Data

dan Tata Kelola Sistem Keamanan untuk mendukung kineria aparatur dalam

pelaksanaan kagatan . -_—

W @ N @ ;A
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10.

11.

12,

13,

14,

15,
16.

17.

18.

18,

20,
21.

23

24,

23,

Melengkapi semua legalitas formal yang dlhum@#ﬁﬂ. penge

Teknologl Informasi dan Komunikasi (TIK), Persa
kegiatan ada regulasinya

Masih terdapatnya titik-titik blank spot di beberapa wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota -

Tingginya kebutuhan masyarakat umum akan adanya jaringan intemet di daerah
mereka

Peningkatan kualifikasi Pusat Data kabupaten sehingga mencapai standar yang
seharusnya

Pengembangan jaringan infra sehingga mencapi saluruh wilayah pemerintahan
Peningkatan tata kelola sistem keamanan Teknolagi Informasi

Peningkatan pemanfaatan Teknologl Informasi dan Komunikasi harus ssiring dengan
peningkatan pangamanan informasi dan sistem informasi itu sendir

Pembangunan membutuhkan data sebagai salah satu dasar pengambilan kebijakan.
Data yang berkualitas akan menghasilkan kebijakan yang tepat, namun sebaliknya akan
bias jika didasarkan pada data yang tidak akurat. Sehingga tersedianya data yang
berkualitas dan sesual dengan kebutuhan menjadi hal yang penting bagi tepatnya
perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan.

Masyarakat berhak untuk mendapatkan pelayanan informasl publik dan memanfaatkan
saluran pengaduan masyarakal atas pelayanan publik. Tingginya kebutuhan atas
informasi publik dan kecenderungan masyarakat yang semakin  kritis menuntut
peningkatan kualtas pelayanan informasi publik dan pengaduan masyarakat
Meningkatnya prakiik pemerintahan yang memanfaatkan perkembangan teknologi
informasi dan komunikasi (e-Governmne!) untuk meningkatkan kualites layanan publik
yang prima dan manajemen pemerintahan.

Tuntutan yang cukup besar dari publik akan fayanan aksas internet yang memadai.
Masin terdapainya dasrah blank spol di beberapa Kecamatan dan Nagar di Kabupaten
Lima Puluh Kaota.

. Pengoptimalan sumber daya teknelogl informasi untuk melancarkan arus komunikasi

dan informasi bagi masyarakat.

Peningkatan kebutuhan masyarakat terhadap layanan berbasis Teknologl Informasi
melalul keterbukaan informas! publik.

Peningkatan ketersediaan data dan Informasi sarta penyebarluasannya melalui
pemanfaatan Sumber Daya Manusia dibidang IT.

®
Pengembangan TIK guna mengintegrasikan data dan Informasi antar OPD uniuk

mamudahkan pemenuhan kebutuhan data dan informasi sarta meminimalkan kerusakan
- o 4 |
dan kesahatan didunia maya.

Rencana Kerja (Renga) . -
IMnas Komunikasi dan Informatika I !
=

H  Kabupaten Lima Puluh Kota

Tahun 2023 3 il

"



26. Memperkuat regulasi komunikasi dan tata kelola THK |
maedia komunikasi panataan dan penertiban menara telekan

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Bab ini berisikan uraian mengenal perbandingan rancangan awal RKPD dengan hasil
analisis kebutuhan. Dijelaskan |uga mengenai alasan proses lersebut dilakukan serta
penjelasan temuan-lemuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan
dengan rancangan awa! RKPD, misainya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang
tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya
berbeda,

Tabel T-C.31
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pelaksanaan subkegiatan yang mendukung Indikator Kinerja Daerah (IKD) yakni:

No. | Indikator Kinerja Daerah (IKD) SubKegiatan ~ Pagu Dana
1. |¢ak:upan pengembangan dan | Kemitraan dengan pemangku | T70.381.400
gpamberdayaan Kelompok | kepantingan
Imformasl Masyarakat (KIM) di
| tingkat Kecamatan.
2 !tm:lek keterbukaan Informasi [ 1. Monitoring Opini dan Aspirasi 5.320.724.208

| Pubiik

ol B~

10.

Publik

Monitering Infarmasi dan
Penstapan Agenda Prioritas
Komunikasi Pemerintah Daerah.
Pengelolaan Konten dan
Perancanaan Madia Komunikasi
Publik

Pengelolaan Media Komunikasi
Publik

Pelayanan Informasi Publfik
Layanan Hubungan Media
Manajemen Komunikasi Krisis
Penguatan Kapasitas Sumber
Daya Komunikasi Publik
Penyelenggaraan Hubungan
Masyarakat, Media dan
Kemitraan Komunitas.
Penyedian/Pengadaan Saranan
dan Prasarana Pendukung
Infarmasi dan Kemunikas| Publik
Pemerintah Daerah Kabupaten
Kota.

Remctana Kerja [Renja)
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Nao.

Indikator Kinerja Daerah (IKD)

Milai Indek SPBE Pemerintah
Kabupaten Lima Puluh Kota

Pengawasan Mama Domain dan
Sub Domain dalam
Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota.

2. Penyelenggaraan Sistem
Jaringan Intra Pemerintah
Daarah,

3. Penatalaksanaan dan
Pengawasan e-govemment
dalam Penyelanggaraan
Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota.

4. Pengelolaan Pusatl Data
Pemerintahan Daerah

5. Koordinasl dan Singkronisasi
Data dan Informasi Elektronik

f. Pengembangan Aplikasi dan
Proses Bisnis Pemerintahan
Berbasis Elektronik

7. Pengembangan dan Pengelolaan

Ekosistemn Kabupaten/ Kota
Cerdas dan Kota Cerdas

Persantase Layanan Publik
yang diselenggarakan Secara
Online dan terintegrasi

Penyelenggaraan
Penghubung Layanan Pemerintah.

|
Sistem | 60.000.000

Parsentase Organisasi
Perangkat Daerah (OPD) yang
menggunakan data statistik
dalam menyusun perencanaan
pembangunan daerah

1. Koordinasi dan singkronisasi
Pengumpulan, Pengelahan,
analigis dan Diseminas! Data
Statistik Sektoral,

2. Membangun Mata Data Statistik
Sektoral,

3. Penyslenggaraan Otorisasi

Statistik Sektoral di Dasrah. -~

Y

413.000.000
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No. | Indikator Kinerja Daerah (IKD) smm:.%;é|t o = =
6. | Persantase oPD yang | 1. Peningkatan kap =

menggunakan data statistik Pemerintah Daerah dalam
dalam melakukan evaluasi Peningkatan Mutu Statistik

pembangunan daerah Daerah yang Terintegrasl.
2. Peningkatan Kapasitas
Kalembagaan Statistik Sekicral
7. | Tingkat keamanan informasi | 1. Psnetapan kebijakan taiakeloia 1.203.000.000
pemerintah | keamanan informasi dan jaring

komunikasi Sandi Pemerintah
Daerah Kabupatery Kota,

2. Pelaksanaan Analisis kebutuhan
dan pengelolaan sumberdaya
keamanan informasi Pemarintah
Dasrah Kabupaten/ Kota

3. Pelaksanaan Keamanan
Informasi pemenntahan Daerah
Kabupaten/ Kota berbasis
elektronik dan Non elektronik

4, Penyedian Layanan Keamanan
Informasi Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota

5. Operasionalisasi Jaring
Komunikasi Sandi Pemerintah

| Daerah Kabupaten/Kota

1.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan kegiatan yang dituangkan datam Rencana Kerja Dinas Komunikasi
dan Informatika tahun 2023 ini secara umum sudah menampung hasil usuian para
pemangku kepentingan, Terkait dengan usulan dari pemangku kepentingan dalam hal
ini masyarakat, Dinas Komunikasi dan Informatika tidak memperoleh usulan secara
langsung melalui Musrenbang baik mulai dari Musrenbang Nagari, Kecamatan sampai -
dengan Musrenbang RKPD flingkat Kabupaten maupun Foum QFDF- akan tetapi -
kebutuhan masyarakat terkait kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah sudah ”
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diakomodir dalam Renja Dinas Komunikasi dan Informatika.
keadaan diatas, maka tabel usulan Program dan Keglatar
Kepentingan Tahun 2023 tidak ada penjelasannya

Tabel T-C. 32

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2023

No | Program/Kegiatan | Lokasi H "m Catatan

?_ﬁ_ \
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BAB Il .
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKA

3.1  Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Sesuai dengan arshan Presiden Republik Indonesia pada Sidang Kabinet
Paripurna tanggal 24 Oktober 20193, tidak ada lagi Visi dan Misi MenteriPimpinan
Lembaga dan dalam menjalankan tugas dan fungsinya wajib mengacu pada Visi dan
Misl Presiden dan Wakil Presiden. Hal iniditekankan kembali melalui Surst Menteri
FPN/ Kepsla Bappenas nomor BAI9/M.PPN/SES/PP.03.02112/2019 yang
menambahkan teknis perumusan visi dan misi dalam dokumen Rensira
Kementerian/Lembaga yang selaras dengan Visi dan Misi Presiden dan Wakil
Presidan. Oleh karena itu, Kemenkominfo akan berupays menjadi Kementerian
Komunikasl dan Informatika yang andal, profesional, inovatif, dan berintegritas dalam
pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan Visi dan Misi
Presicen dan Wakil Presiden; “Indonesfa Maju yang Berdaulal, Mandiri dan
berkepribadian berlandaskan Gotong- Royong.”

Fada pelaksanaannya, pencapaian visi tersebut diakukan sesuai tugas
Kemenkominfo yang disebutkan pada Perpres Nomor 54 Tahun 2015 tfentang
Kementerian Komunikasli dan Informatika yatu menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang komunikasl dan informatika, serta Peraturan Menteri No, &
Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja.

Seperti halrya visi, sesua dengan arahan Presiden Republik Indonesia pada
Sidang Kabinet Paripurna tanggal 24 Okiober 2019, mis: MenterifPimpinan Lembaga
wajib mengacu pada misi Presiden dan Wakil Presiden.

Berikut adalah penjabaran visl, misi Presiden dan 7 agenda pembangunan.
Gambar 11. 1 Penjabaran Visi Misi Presiden
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Presiden dan Wakil Presiden melalul tugasnya sebagal.
di bidang komunikasi dan informatika. Dengan demikla. £

Sesuai dengan perannya, Kemenkominfo daps

Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 1, 2, 3. 5. 8, dan 9 dengan uraian sebagai besikut:

1.

Memberikan dukungan teknis dan administrasi serta analisis yang cepat, akurat dan
responsif kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan kebijakan
penyelenggaraan pemerintahan negara,

. Memberikan dukungan teknis dan  administrasi kepada Presiden dalam

menyelenggarakan kekuasaan tertinggl atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan
Angkatan Udara,

Menyelenggarakan pelayanan yang efekiif dan efisien di bidang pengawasan,
administrasl umum, Informasi dan hubungan kelembagaan; dan

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan prasarana Kementerian Komunikasi
dan Informatika.

Tujuan Kemenkominfo merupakan rumusan kondisi yang ingin dicapal di tahun 2024.

Renstra Kemenkominfo Tahun 2020-2024 memiliki tujuan stratagis untuk mangembangkan
ekosistem digital nasional yang mendukung pencapaian visi dan misi Presiden seria fokus

pembangunan pemerintah. Tujuan inl dicapai dengan fokus utama, yaitu pemerataan
infrastrukiur TIK, percepatan transformasi digital, dan pengslolaan kemunikasi publik,

Dalam rangka mendukung Visi dan Misi Presiden Republik Indonesia, Kemenkominfo

memetakan Arah Pembangunan Nasional ke dalam (3) tiga tujuan utama Kemenkominfo
sebagal fokus pada pembangunan bidang kemunikas| dan informatika sebagai berikut:

1. Meningkatkan penyediaan dan pemerataan infrastrukiur TIK berkualitas di seluruh

wilayah [ndonesia;

2. Mendorong percepatan transformasl digital di 3 aspek. bisnis, masyarakat dan

pemerintahan, yang ditunjang oleh sumber dayamanusia yang memilikl kompetensi
digital; dan

3. Memperkuat transparansi informasi publik dan pengelolaan komunikasi publik.

Dalam mewujudkan fujuan di atas, Kemenkominfo menetapkan sasaran siralegis
pembangunan bidang komunikasi dan informatika untuk tahun 2020 - 2024 sebagal berikut:

1

;B @M

B\ Dinas Komunikas! dan Informatika S

Meningkatnya cakupan jaringan pita lebar yang cepat dan terjangkal;

Meningkatnya cakupan wilayah yang terlayani penyiaran digital; -
Maningkatnya kanaktivitas [ayanan pos; .

Terwujudnya konektivitas Next Generation Broadband Masional] - .

Meningkatnya pemanfaatan spekirum frekuensi radio dan kualitas pengelolaan layanaf
publik bidang pos, telekormunikasi dan informatika;

Rencana Kerja [Renja)
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Meningkatnya pemanfaatan TIK di sekior ekonomi darr i nis; i
Tarwujudnya masyarakat yang cerdas digital; A
Dukungan implementasi digitalisasi pemerintah;
Meningkatnya kualitas pengelolaan informasi dan komunikasipublik: dan
10. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

© @ N @

Urtuk mencapal sasaran strategis, Kemenkominfo mengoptimalkan fungsi-fungsi kementerian
yang dapat digambarkan dalam kerangka sebagal berikut ini:

Gambar [1.2 Kerangka Renstra Kemenkominfo 2020—2024

¥isl Prestdan

i mEuh sk ar besshaian don sekior pesdeaiipn

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Selain merupakan penjabaran Rensira Dinas Komunikasi dan Informatika, maka Renja
Dinas Komunikas! dan Informatika tahun 2021 juga merupakan penjabaran dari Rencana Kerja
Pembangunan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021. Dalam merumuskan fujuan
dan sasaran Renja Dinas Komunikasl dan Informatika maka berdasarkan RKPD tersebut
diformutasikan tujuan yang Ingin di capai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sesuai
penjabaran VIS| dan MIS|I dan juga merupakan cermin dari adanya peningkatan kineda
aparalur secara menyeluruh untuk semua pegawai negeri sipll dan pegawai harian di
lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika yang berpedoman kepads peraturan dap
parundang-undangan. -

Adapun tujuan dari Dinas Komunikasi dan Informatika adalah:

Rencana Kerja [Renja) ' 3 .
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“ Maningkatkan Kualitas Layanan Publik melalui Opt

Komunikasi (TIK), Data dan Persandian”

Adapun Sasaran dari Dinas Komunikasi dan Informatika adalah |

1. Meningkatkan pelayanan Keterbukaan Informasi Publik

2. Mengembangkan dan

Pemerintahan (e-Govemment)
3. Meningkatkan pamanfaatan data statistik dalam penyusunan perencanaan daerah
4. Meningkatnya Tingkat Keamanan Informasi Pemarintah,
5. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika

Memanfaatkan Sistem

Tabel 3.3
Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023

Informasl dalam penyelenggaraan

Meningkatkan
1 Kualitas Lavanan Meningkatkan Indek keterbukaan Informasi 79,00
Publik melalyi | PSaYanan i
['Dplh'nahast Ketarbukaan
Teknologi Informasi Publik
Infarmasi dan
Komunikasi
{TIK), Data dan
Persandian
Mengembangkan dan | Nital Indek SPBE Pemenntah 318
Memanfaatkan Sistem | Kabupaten Lima Fuluh Kota
Informasi dalam
penyelenggaraan
Pemearintahan{e-
Government)
Tingkat Pemanfaatan | Persentase OPD yang 55,00
data statistik dalam | menggunakan Statistik
PEMYUSUEn dalam menyusun .
Perencanaan Daerah | Perencanaan P'Hﬂhhr_yplr* |
Dagrah V.
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Dinas Komunikasi dan [nformarika

Tahun 2023
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Meningkatnya Tingkat
Keamanan |nformasi

Pemerintah

3.3  Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika yang dimuat dalam Rencana
Kerja tahun 2023 dimaksudkan untuk mendukung visi dan misi Bupati, semantara nomenkiatur
program dan kegiatan mengacu kepada Permendagri No. 80 tahun 2018 dan Parmendagri No.
58 tahun 2010 serta Permendagri No. 21 tahun 2011,

Faktor utama yang menjadi pertimbangan dalam hal penetapan Program/Kegiatan pada
Rencana Kerja Dinas Kemunikasi dan Informatika adalah terkait dengan pencapaian visi dan
misi Kepala Daerah Tahun 2021-2026 dimana sesual dengan fungsi dan tugas Dinas
Komunikasi dan Informatika eral kaiannya dengan pencapaian misl ke-d, yaitu
“Meningkatkan Kualitas Layanan Publik melalui reformasi Birokrasi Seutuhnya”.

Dari panalaahan terhadap faktor-fakior penghambat dan pendorong pelayanan Dinas
Komunikasi dan Informatika terhadap pencapaian visi, misi, dan program Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah, dihasilkanlah 6 program prioritas Dinas Komunikasi dan Informatika
sabagai barikut:

1. Program Informasi dan Komunikasi Publik
Program Aplikasi Informatika
Program Penyelenggaraan Statistik Sekioral
Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi,
Program penunjang urusan pemerintahan daerah

= N I

Program dan kegiatan di Dinas Komunikasi dan Informatika dikelompokkan ke dalam 4 bagian,
yaitu.

1. Program dan kegiatan pada sefiap OPD yang merupakan program dan kegiatan yang
barsifat rutin;

2. Program dan keglatan yang terkait dengan urusan Komunikasi dan Informatika

3. Program dan kegiatan yang terkait dengan urusan Statistik.

4. Program dan keglatan yang terkait dengan urusan Persandian, L ]

%

Ringkasan program dan kegiatan Dinas Komunikas! dan informatika wn%ﬂi1 dapat -
dilihat pada tabal-tabel berikut, e .’

@R Rencanakeria (Remjs) | o _. .
! d Dinas Komunikasi dan Informatika i ﬂ_‘
h‘ i} Kabupaten Lima Puluh Kot } 71
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Tabel 3.4
Program kegiatan dan Subkegiatan

SUBKEGIATAN

No PROGRAM KEGIATAN
1 | Program . Administrasi 1. Penyedian Gajidan Tunjangan Aﬁﬁ
penunjang urusan Kauangan 2. Koordinasl dan Penyusunan Laporan
Perangkat Daarah Keuangan Akhir Tahun SKPD
pemerintahan
daerah
2 Administrasi 1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Kepegawaian Atribut Kelengkapannya
Perangkai Daerah
3. Administrasi 1. Penyediaan Komponen Instalasi
Umum Perangkat Listrik/ Penerangan Bangunan kantor
Daarah 2. Penyediaan Pearalatan dan
perlengkapan kantor
3. Penyediaan peralatan rumah tangga
4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
5. Penyediasn Barang Cetakan dan
Penggandaan
B. Fasiltasi Kunjungan Tamu
7. Penyslenggaraan Rapat Koordinasi
dan Konsultasi SKPD
4. Pengadaan 1. Pengadaan Kendaraan Perorangan
Barang Milik Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |
Daerah Penunjang |2, Pengadaan Kendaraan Dinas
Urusan Operasional atau Lapangan
Pemerintah
Daarah
5. Penyediaan Jasa |1. Penyediaan Jasa Sural Menyurat
Penunjang Urusan |2. Penyediaan Jasa Komunikasi
Pemarintahan Sumber Daya Alr dan Listrik
Daerah 3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
Kantor
= & Pemeliharaan 1 Penyediaan Jasa Pemealiharaan,
Barang Milik Biaya Pemeliharaan, Pajak. dan
Daerah Penunjang Perizinan Kendaraan Dinas
Urusan Dperasional atau Lapangan
Pemerintahan 2, Pamealiharaan Peralatan dan Mesin
Daarah Lainnya
3. Pemeliharaan/Rehabiltas Gedung
Kantor dan Bangunan Lainnya
Jml 1 Program 8 Kegiatan 18 Subkegiatan
Tabel 3.8
Program dan Kegiatan lingkup Urusan Komunikasli dan Informatika
No PROGRAM KEGIATAN _SUBKEGIATAN
1. Program Informasi 1. Pengeiclaan 1. Pangelclaan Ma?a Komunikas
dan Komunikasi Infarmasi dan Publik
Publik Komunikasi ‘2, Pelayanan Informas/Publik’
Pubdik 13. Layanan H Madia - |e
Pemerintah 4, Manajemen unikasi Krisis.

Tahun 2023

Daerah 1_3
Rencana Kerja [Renja) . r

Dinas Xomunikasi dan Informatika
Kabupaten Lima Puluh Kota
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No PROGRAM KEGIATAN

Kabupaten/
Kota .
2. Program Aplikasi 1. Pengaelolaan ) s
Informatika Nama Domain 'ﬁq‘_

yang telan dalam Penyelenggaraan Pemerimah:
ditetapkan cieh Daerah Provinsi
Pemerintah Pusat | 2. Penyelenggaraan Sistem Jaringan
dan Subdaomain Intra Pemerintah Daerah
di Lingkup
Pemerintah
Daerah
Kabupaten/ Kota.

2. Pengelolaan e- 1. Penatalaksanaan dan Pengawasan
Govarnment di a-govarnment dalam
Lingkup penvelenggaraan Pemerintah
Pemerintah Daerah Provinsi
Daerah 2. Pengelolaan Pusat Data
Kabupaten/®ota Pemerintahan Daerah.

3. Koordinasi dan Singkronisasi Data
dan Informasi Elektronik,

4. Pengembangan Aplikasi dan Proses
Bisnis  Pemerintahan  Berbasis
Elextronik

5. Penyelenggaraan Sistem
Penghubung Layanan

6. Pengembangan dan Pengelolaan
Ekosistern Kabupaten/Kota Cerdas

dan Kota Cardas
Jml | 2 Program | 3 Kegiatan 12 Subkegiatan
Tabel 3.9
Program dan Keglatan lingkup Urusan Statistik
No | PROGRAM KEGIATAN SUBKEGIATAN
1. | Program 1. Penyelanggaraan 1. Koordinas! dan slngkrﬂimsi
Statistik Sektoral di Pen ulan, Pengolahan,
Penysienggaraan Lingkungan Daarah analig::dpan Diseminasi Data
Gtatistik Sektoral Kabupaten/ Keta Statistik Seldoral.
2. Peningkatan Kapasitas Sumbar
Daya Manusia (SDM) Pemerintah
Daerah dalam peningkatan mutu
Statistik Daerah yang terintegrasi.
3. Membangun Meta Data Statistik
Sektoral
4 Peningkatan Kapasitas
Kelembagaan Statistik Sektoral.
5 Penyslenggaraan Otorisas ‘
Statistik Sektoral'di Deerah

Jmi 1 Program 1 Kegiatan 5 Subkegetan * . | -
L i _ |

R Rencana Ketja (Renja) ; [ i
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Tabel 3.10

Program dan Kegiatan lingkup U
No PROGRAM KEGIATAN
5. | Program 1. Penyelenggaraan 1. Penetapan kebijakan ta
Persandian untuk keamanan informasi dan jarin
Panysisnggarean pangamanan informasi komunikasi Sandi F'Bmaﬂjrrtang
Persandian untuk pemerintah Dasrah Daerah Kabupaten/ Kota
Kabupaten/ Kota. 2. Pelaksanaan Analisis kebutuhan
Pengamanan " dan pengelolaan sumberdaya
Informas:, keamanan informasi Pemerintah
Daerah Kabupaten/ Kota
3. Pelaksanaan Keamanan Informasi
pamerintahan Daerah Kabupaten/
Kota berbasis elektronik dan Non
alaktronik.
4, Penyediaan Layanan keamanan
informasi Pemerintah Daerah '
Kabupaten/ Kota.
2. Penetapan Pola 1. Operasionalisasi Jarng
Hubungan Komunikasi Komunikasi Sandi Pemerintah
Sandi antar Perangkat Daerah Kebupaten/Kota
Daerah Kabupaten/
Kata.
Jml 1 Program 2 Kegiatan 5 Subkegiatan
T-B.36

Identifikasi permasalahan untuk penentuan program prioritas Kabupaten Lima Puluh
Kota Analisa data capaian Kinerja Tahun 2021 atau 2022

Bidang Urusan dan Interprestasi B0 18 Sk )
indikator Kinerja belum tercapai p I aktor r penen
NO Penyelenggaraan (<) Sesuai (=) s kebarhasilan
Pemerintah Daerah Melampaui (>)
KOMUNIKASI DAN =
INFORMATIKA
1 | Cakupan pengembangan dan
pemberdayaan Kelompok Baru diusulkan datam
Infarmasi Masyarakat (KIM) & RPJMD 2021 - 2028
tingkat Kecamatan _
1 | Indak keterbukaan Informasi Baru diusutkan dalam
Publik = RPJMD 2021 - 2026
3 | Nilal Indek SPBE Pemerintah Baru diusulkan dalam

Kabupaten Lima Puluh Kota

RPJMD 2021 - 2028

LEL e

Perangkat Daerah (OPD) yang
menggunakan data statistik
dalam menyusun parancanaan

Tahun 2023

EFJMDFI - 2028

17,5
74

4| Earsﬁhrse Lﬁwanm Publbﬁl_ﬁﬂg Baru dissulkan dalam
Ealanjoaracan sacara anling REJMD 2021 - 2028
dan terintegrasi
STATISTIK y W
1 | Persentase Organsasi Baru diugulkan.dalam

L

Emhﬁuman gaerah a
Rencana Kerja (Renja) J ™ .

Dimas Komunikas dan Informatika
Kabupaten Lima Puluh Kota



Bidang Urusan dan
Indikator Kinerja

Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah

Interprestasi
belum tercapal
(<) Sesuai (=)
Melampaui (>)

Faktor -faktor
keberhasilan

Parsentase OPD yang
menggunakan data statistik
dalam melakukan evaluasi

pembangunan daarah

Baru divsulkan damﬁ,.
RPJIMD 2021 - 2028

pemeriniah

PERSANDIAN

| Tingkat keamanan informasi

Baru diusulkan dalam
RPJMD 2021-2026 |
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BAB IV ./ /-
RENCANA KERJA DAN PENDANA
PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika ini disusun mengacuy pada Rencana
Strategis {Renstra) Dinas Komunikas! dan Informatika 2021-2026, terutama pada targei-target
yang terdapat pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika 2021-2026
dan isu-isu strategis yang masih relevan dengan kondisi lima tahun mendatang.”

Rencana Target Kinerja Indikator Kinerja Utama Kepala Dinas

Target Perangkat
Snkhran Sncticatnr Daerta/RPJMD (Tahun) Ket
2023 2024
Meningkatkan Indek keterbukaan 78 B8O KL
pelayanan Informasi Publik Kepala
Keterbukaan Cinas/kKD
Informasi Publik
Mengembangkan Nilai Indek SPBE 3,18 3,40 IKU
dan Memanfaatkan Pamarintah Kepala
Sistem Informasi Kabupaten Lima DinasfkD
dalam Fuluh Kota
panyalenggaraan
Pemerintahan (e-
Government)
Mengembangkan Persentase OFD yang 55 65 1 40)
dan Memanfaatkan | Mmenggunakan Statistik Kepala
Penyusunan dan Selsin manyLsun Cinas/IKD
pengumpulan data A
Statistic dasrah. Pembangunan Dasrah
Meningkatkan Tingkat keamanan 35,83 41,88 IKU
Penyelenggaraan Informasi Pemenntah | Kepala
Persandian i I Dinas/KD
-

- F

Rencana Kerja (Renja) = !!. ’

Dinas Komunikasi do Informatika. - . L ®
Kabupaten Lima Puluh Kot . “ Th
Tahun 2023 "



Rencana Target Kinerja Pelayanan Perangl

Tabel

Bidang Urusan
Mo | 'pgctinee Indikator Ket
Pemerintah 2022 | 2023
Daerah
KOMUNIKAS! DAN INFORMATIKA
1 | Cakupan pangembangan dan pambsrdayaan 18 |18
Kalompok Informeasi Masyarakat (KIM) di ingkat Jumilah
Kecamatan,
2 | Indek keterbukaan Informasi Publik 78 i)
Incik
3 | Nilal indek SPEE Pemenniah Kabupsten Lima Puul 300 | 316 | '
Kota Indak
4 | Persentase Layanan Pubik yang diselenggarakan | &0 | 85 %
secars online dan tenintegrasi
il STATISTIK
1 | Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang 50 |5 %
manggunakan data statistik dalam menyusun
perencanaan pembangunan daerah _l
2 | Persentase OPD yang menggunakan dats stalisti 50 55 k'
dalam melakukan evaluasi pambangunan daecah
1] FPERSANDIAN
1| Tingkat keamanan informasi pemarintah 20,85 | 25,83 5%
1’. —

Rencana Kerja (Renja) ¥ ’ .

Dinas Komunikasi dn Tnformatika. vent {F
Kabugaten Lima Puluh Kota "3
Tahun 2023
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BAB Vv
PENUTUP

Terkail dengan penylapan dan penyediaan dokumen perencanaan pembangunan a
tingkat OPD, Dinas Komunikasi dan Informatikca telah menyusun dan menetapkan Rencana
Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika (Renstra Diskarminfo) Tahun 2022-2028 yang
memuat Visi, Misi, Kebijakan dan Program Pernbangunan yang akan dilaksanakan selama 5
tahun kedepan sesuai dengan kewenangan, tuges pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan
Inforrnatika,

Sebagal penjabaran lebih lanjul dan kedisa dokumen perencanaan di atas maka seluruh
OPD perlu menyusun dan menetapkan Rencana Kerja (Renja) masing-masing. Sehubungan
dengan ini maka Dinas Komunikasi dan Informatika juga manyusun dan menetapkan Rencana
Kerja Dinas Komunikasi dan Informstika (Renja Diskominfe) tahun 2023 Renja Dinas
Komunikasi dan Informatika inl memust hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan Renja tahun
talu, permasalahan dan rumusan program dan keglatan yang akan dilsksanakan cleh peEnggUna
anggaran dan pejabat pelsksana teknis kegiatan pada tahun yang akan datang.

Disamping fu, keberhasilan pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika juga
sangat tergantung kepada kesedusan segenap unsur Dinas Komunikasi dan Infarmatika dalam
menyiapkan peraturan-peraturan yang akan menjadi dasar hukum bagi petakeanaan program
dan kegiatan serta datam penataan pengeloiaan program dan kegiatan lersebul selama saly
tahun yang akan datang, baik dari segi tata kelola sumberdaya manusia, tata kella SNgaran
yang tefah dialokasikan maupun tata kelola peralatan/periengkapan. Dinarapkan pada awal tahwn
anggaran berjslan atau awal tahun 2023, seluruh kebutuhan pelaksanaan program/ikegiatan
tersebut sudah dapal diselesalkan,

Demikian Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lima Pulub kota
Tahun 2023 disusun, semoga mampu meningkatkan kinerja Dinas Komumikasi dan Informatika
dalam pelaksanaan program dan kegistan pada tahun yang akan datang.

Keapala Dinas Komunikas! dan Informatika

Rencana Kerja [Renja) ]

Dimaes Homomleast dan Irﬁumﬁla_ -: * _,.!L 4
Kabupaten Lima Puloh Kok i _ :
Tahun 2023
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BUPATI LIMA PULUH KOTA

KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA

NOMOR 391 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
DALAM FORMASI JABATAN EX-OFFICIO

Menimbang

Mengingat

. a.

1.

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 125 ayat (1) huruf a
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka  Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah yang mengamanatkan bahwa
persiapan penyusunan Renja Perangkat Daerah meliputi
penyusunan rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang
pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah, perlu
dibentuk Struktur Organisasi Tim Penyusun Rencana Kerja
(Renja) Perangkat Daerah Tahun 2023 di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan suatu
Keputusan Bupati.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang
Pembentukan  Daerah  Otonom  Kabupaten dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan
Peraturan  Perundang-Undangan  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UndangUndang
Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran



10.

Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang
Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada
Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Kepala Daerah Kepada DPRD dan Informasi Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4693);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4815);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4817);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah  Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1114);



11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
Tentang  Klasifikasi, @ Kodefikasi dan  Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun
2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah;

13.Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10
Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-
2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2011 Nomor 10);

14.Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15
Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2016 Nomor 15);

15.Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1
Tahun 2018 Tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran
Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 1);

16.Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3
Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2021 Nomor 1);

17.Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 140 Tahun 2011
Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten
Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 140);

18.Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 69 Tahun 2016
Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian
dan Pengembangan (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh
Kota Tahun 2016 Nomor 71) Sebagaimana Telah Diubah
Dengan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 83
Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan
Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Berita Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 80);

19.Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 25 Tahun 2021
Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten
Lima Puluh Kota Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten
Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 25).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Membentuk Struktur Organisasi Tim Penyusun Rencana Kerja
Perangkat Daerah Tahun 2023 Di Lingkungan Pemerintah



KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Formasi Jabatan Ex-Officio
dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan
Keputusan ini.

Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai
tugas sebagai berikut :

1. Tugas secara umum :

a. Mengambil langkah-langkah yang tepat dan diperlukan
dalam rangka penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahun
2023;

b. Melaksanakan kegiatan yang dibutuhkan untuk
penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah
seperti Forum Perangkat Daerah, dan rapat-rapat lainnya.

c. Menyusun dan menyajikan Rencana Kerja (Renja), mulai
dari Rancangan Awal sampai pada penetapan Renja,
sesuai dengan sistematika yang ditetapkan dalam
peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

2. Tugas berdasarkan kedudukan dalam Tim :

a. Ketua bertugas mengatur dan memimpin seluruh anggota
tim dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat
Daerah Tahun 2023 di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Lima Puluh Kota;

b. Wakil Ketua I bertugas membantu Ketua dalam mengatur
dan memimpin penyusunan Rencana Kerja (Renja)
Perangkat Daerah Tahun 2023 sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

c. Wakil Ketua II bertugas membantu Ketua dalam
mengatur dan memimpin penyusunan Rencana Kerja
(Renja) Perangkat Daerah Tahun 2023 sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

d. Wakil Ketua III bertugas membantu Ketua dalam
mengatur dan memimpin penyusunan Rencana Kerja
(Renja) Perangkat Daerah Tahun 2023 sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

e. Sekretaris  bertugas mengecek dan menyiapkan
kelengkapan bahan dan seluruh administrasi untuk
kelancaran penyusunan dan penulisan Rencana Kerja
(Renja) Perangkat Daerah Tahun 2023 di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota;

f. Anggota bertugas menghimpun, mengolah, mengonsep,
menyusun, dan menulis serta mengetik naskah Rencana
Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2023 di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam
pelaksanaan tugasnya Dbertanggung jawab dan wajib
menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati
Lima Puluh Kota.

Untuk kelancaran penyusunan Rencana Kerja (Renja)
Perangkat Daerah Tahun 2023 di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Lima Puluh Kota, Ketua Tim dapat menetapkan



pembagian tugas vang lebih rinci kepada seluruh anggota Tim.

: Pembiayaan yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya
Keputusan ini dibebankan kepada Angpgaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun 2021 dan 2022 melalui DPA masing-
masing Perangkat Daerah.

: Keputusan ini mulai berlaku scjak tanggal ditctapkan.

Ditetapkan di Barilamak
Pada tanggal & Desember 2021




LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA

NOMOR : 391 TAHUN 2021

TANGGAL : 06 Desember 2021

TENTANG : PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI TIM
PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2023 DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
DALAM FORMASI JABATAN EX-OFFICIO

No. JABATAN KEDUDUKAN
1 2 3
1. | SEKRETARIAT DAERAH

Sekretaris Daerah Ketua
Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Wakil Ketua I
Asisten Perekonomian Dan Pembangunan Wakil Ketua II
Asisten Administrasi Umum Wakil Ketua III
Kabag Perencanaan Dan Keuangan Sekretaris
Kabag Pemerintahan Anggota
Kabag Hukum Anggota
Kabag Organisasi Anggota
Kabag Administrasi Pembangunan Anggota
Kabag Pengadaan Barang/Jasa Anggota
Kabag Perekonomian Dan Sumber Daya Alam Anggota
Kabag Kesejahteraan Rakyat Anggota
Kabag Umum Anggota
Kabag Protokol Dan Komunikasi Pimpinan Anggota
Kasubag Perencanaan Anggota
Kasubag Keuangan Anggota
Kasubag Pelaporan Anggota
Kasubag Protokol Anggota
Kasubag Komunikasi Pimpinan Anggota
Kasubag Dokumentasi Pimpinan Anggota
Kasubag Kelembagaan Dan Anjab Anggota
Kasubag Pelayanan Publik Dan Tata Laksana Anggota
Kasubag Kinerja Dan Reformasi Birokrasi Anggota
Kasubag Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli Dan
Kepegawaian Anggota
Kasubag Perlengkapan Anggota
Kasubag Rumah Tangga Anggota
Kasubag Pengelolaan Pengadaan Barang Dan Jasa Anggota
K Pengelolaan Layanan Pen n T
Efl:ﬁ?jﬁike gelolaan Layanan Pengadaan Secara Anggota
giiukllaaafaplmpman Dan Advokasi Pengadaan Barang Anggota
Kasubag Penyusunan Program Anggota
Kasubag Pengendalian Program Anggota




No.

JABATAN

KEDUDUKAN

DALAM TIM
1 2 3
Kasubag Evaluasi Dan Pelaporan Anggota
Kasubag Pembinaan BUMD Dan BLUD Anggota
Kasubag Perekonomian Anggota
Kasubag Sumber Daya Alam Anggota
Kasubag Peraturan Perundang-Undangan Anggota
Kasubag Bantuan Hukum Anggota
Kasubag Dokumentasi Dan Informasi Anggota
Kasubag Bina Mental Dan Spiritual Anggota
Kasubag Kesejahteraan Sosial Anggota
Kasubag Kesejahteraan Masyarakat Anggota
Kasubag Administrasi Pemerintahan Dan Kewilayahan Anggota
Kasubag Otonomi Daerah Anggota
Kasubag Kerjasama Daerah Anggota
Pelaksana pada Sekretariat Daerah Anggota
9. SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH
Sekretaris DPRD Ketua
Kabag Umum dan Keuangan Sekretaris
Kabag Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan Anggota
Kabag Persidangan dan Perundang-Undangan Anggota
Kasubag Fasilitasi Penganggaran Anggota
Kasubag Program dan Keuangan Anggota
Kasubag Kajian Perundang-Undangan Anggota
Kasubag Humas, Protokol, dan Publikasi Anggota
Kasubag Fasilitasi Pengawasan Anggota
Kasubag Tata Usaha dan Kepegawaian Anggota
Kasubag Rumah Tangga Anggota
Kasubag Persidangan dan Risalah Anggota
Kasubag Kerjasama dan Aspirasi Anggota
Pelaksana pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Anggota
3. | INSPEKTORAT
Inspektur Ketua
Sekretariat Sekretaris
Inspektur Pembantu Wilayah I Anggota
Inspektur Pembantu Wilayah II Anggota
Inspektur Pembantu Wilayah III Anggota
Inspektur Pembantu Wilayah IV Anggota
Inspektur Pembantu Pengawasan Tertentu Anggota
Kasubag Perencanaan Anggota
Kasubag Analisi Dan Evaluasi Anggota




No.

JABATAN

KEDUDUKAN

DALAM TIM
1 2 3
Kasubag Administrasi Umum Dan Keuanagn Anggota
Kelompok Jabatan Fungsional pada Inspektorat Anggota
Pelaksana pada Inspektorat Anggota
4. | DINAS KESEHATAN
Kepala Dinas Kesehatan Ketua
Sekretaris Dinas Kesehatan Sekretaris
Kabid Pelayanan Kesehatan Anggota
Kabid Sumber Daya Kesehatan Anggota
Kabid Kesehatan Masyarakat Anggota
Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Anggota
Kasubag Perencanaan, Evaluasi, Program dan
Pelaporan Anggota
Kasubag Keuangan dan Pengelolaan Aset Anggota
Kasubag Umum dan Kepegawaian Anggota
Kasi Alat Kesehatan dan Fasyankes Anggota
Kasi Pelayanan Kefarmasian dan Perizinan Anggota
Kasi Sumber Daya Manusia Kesehatan Anggota
Kasi Surveilens, Imunisasi dan Penanggulanagan
Krisis Kesehata;'l seHEESE Anggota
Kasi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Anggota
Kasi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Anggota
Menular, Kesehatan Jiwa dan Nafza
Kasi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Aneeota
Raga 880
Kasi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat Anggota
Kasi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan
Masyarakat Anggota
Kasi Pelayanan Kesehatan Primer Anggota
Kasi Pelayana{l Kesehatap Rujukan, Pelayanan Anggota
Kesehatan Haji, dan Jaminan Kesehatan
Kasi Peningkatan Mutu dan Akreditasi, dan Pelayanan
Kesehatan Tradisional Anggota
Pelaksana pada Dinas Kesehatan Anggota
5. | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Ketua
Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sekretaris
Kabid Pembinaan Pendidikan Dasar Anggota
Kabid Pembinaan PAUD dan PNF Anggota
Kabid Pembinaan Ketenagaan Anggota
Kabid Kebudayaan Anggota
Kasubag Perencanaan dan Pelaporan Anggota
Kasubag Keuangan dan BMD Anggota
Kasubag Umum dan Kepegawaian Anggota




No.

JABATAN

KEDUDUKAN

DALAM TIM
1 2 3
Kasi Kurikulum dan Penilaian Anggota
Kasi Peserta Didik dan Pendidikan Karakter Anggota
Kasi Kelembagaan dan Sarana Prasana Anggota
Kasi Kurikulum, Penilaian dan Peserta Didik Anggota
Kasi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Anggota
Kasi Pendidikan Non Formal Anggota
Kasi PTK PAUD dan PNF Anggota
Kasi Pendididikan dan Tenaga Kependidikan SD Anggota
Kasi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan SMP Anggota
Kasi Cagar Budaya dan Permuseuman Anggota
Kasi Sejarah dan Nilai Tradisi Anggota
Kasi Kesenian Anggota
Pelaksana pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Anggota
6. | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Ketua
Sekretaris Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sekretaris
Kepala Bidang Bina Marga Anggota
Kepala Bidang Cipta Karya Anggota
Kepala Bidang Sumber Daya Air Anggota
Kepala Bidang Jasa Konstruksi Anggota
Kepala Bidang Tata Ruang Anggota
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Anggota
Kepala Sub Bagian Keuangan Anggota
Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan Anggota
Kasi Perencanaan dan Evaluasi Sumber Daya Air Anggota
Kasi Pelaksanaan Sumber Daya Air Anggota
Kasi Operasi dan pemeliharaan Sumber Daya Air Anggota
Kasi Perencanaan dan Evaluasi Bina Marga Anggota
Kasi Pembangunan Jalan dan Jembatan Anggota
Kasi Preservasi Jalan dan Jembatan Anggota
Kasi Perencanaan Jasa Konstruksi Anggota
Kasi Pembinaan dan Pemberdayaan Anggota
Kasi Pemantauan Dan Evaluasi Anggota
Kasi Perencanaan dan Tata Ruang Anggota
Kasi Pemanfaatan dan pengendalian Anggota
Kasi Pertanahan Anggota
Kasi Perencanaan dan Evaluasi Cipta Karya Anggota
Kasi Pengemb_angan Sistem Peny_ediaan Air Minum dan Anggota
Penyehatan Lingkungan Permukiman
Kasi Tata Bangunan Anggota
Pelaksana pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Anggota

Ruang




No.

JABATAN

KEDUDUKAN

DALAM TIM

1 2 3

7. | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Kepala Satpol PP Ketua
Sekretaris Satpol PP Sekretaris
Kabid Trantib Anggota
Kabid Perlindungan Masyarakat Anggota
Kabid PPUD Anggota
Kabid SDA Anggota
Kasubag Program & Pelaporan Anggota
Kasubag Umum & Kepegawaian Anggota
Kasubag Keuangan Anggota
Kasi Intelijen Anggota
Kasi Trantib & Pengamanan Anggota
Kasi Operasional & Logistik Anggota
Kasi Bina Potensi Anggota
Kasi Data Informasi Anggota
Kasi Satlinmas dan Pengaduan Masyarakat Anggota
Kasi Kerjasama Antar Lembaga Anggota
Kasi Penegakan Anggota
Kasi Pembinaan Pengawasan & Penyuluhan Anggota
Kasi Pelatihan Dasar Anggota
Kasi Teknis Fungsional Anggota
Kasi Tindak Internal Anggota
Pelaksana pada Satpol PP Anggota

8. | DINAS PEMADAM KEBAKARAN
Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Ketua
Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran Sekretaris
Kabid Pencegahan Anggota
Kabid Pemadam Dan Penyelamatan Anggota
Kabid Sarana Dan Prasarana Anggota
Kasubag Umum Dan Kepegawaian Anggota
Kasubag Perencanaan Dan Keuangan Anggota
Kasi Pencegahan Dan Inspeksi Anggota
Kasi Peningkatan Kapasitas Aparatur Anggota
Kasi Pemberdayaan Masyarakat Dan Dunia Usaha Anggota
Kasi Pengendalian Operasi Dan Komunikasi Anggota
Kasi Pemadam Dan Investigasi Anggota
Kasi Penyelamatan Dan Evakuasi Anggota
Kasi Pengadaan Sarana Dan Prasarana Anggota
Kasi Pemeliharaan Dan Perawatan Sarana Anggota
Kasi Informasi Dan Pengelolaan Data Anggota
Pelaksana pada Dinas Pemadam Kebakaran Anggota




No.

JABATAN

KEDUDUKAN

DALAM TIM
1 2 3
9. | DINAS SOSIAL
Kepala Dinas Sosial Ketua
Sekretaris Dinas Sosial Sekretaris
Kabid Rehabilitasi Sosial Anggota
Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial Anggota
Kabid Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir
Miskin Anggota
Kasubag Umum dan Kepegawaian Anggota
Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan Anggota
Kasi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia Anggota
Kasi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Anggota
Kasi Rehabilitasi Sosial, Tuna Sosial, Korban Nafza dan Anggota
Korban Perdagangan Orang
Kasi Perlindungan Sosial Korban Bencana Anggota
Kasi Perlindungan Sosial bagi Korban Tindak
Kekerasan dan Orang Terlantar Anggota
Kasi Jaminan Sosial Keluarga Anggota
Kasi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas Anggota
Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Penyaluran
Bantuan Stimulan Anggota
Kasi Kelembagaan, Kepahlawanan dan Restorasi Sosial Anggota
Pelaksana pada Dinas Sosial Anggota
10. | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ketua
Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sekretaris
Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk Anggota
Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil Anggota
Kabid Pengelolaan Informasi Administrasi Anggota
Kependudukan
Kabid Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Anggota
Kasubag Perencanaan Anggota
Kasubag Keuangan Anggota
Kasubag Umum dan Kepegawaian Anggota
Kasi Identitas Penduduk Anggota
Kasi Pindah Datang Penduduk Anggota
Kasi Pendataan Penduduk Anggota
Kasi Kelahiran Anggota
Kasi Perkawinan dan Perceraian Anggota
Kasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Anggota
Kasi Pengolahan dan Penyajian Data Anggota
Kasi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia Teknologi
Informasi dan Komunikasi Anggota
Kasi Kerjasama Anggota

Kasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan

Anggota




No.

JABATAN

KEDUDUKAN

DALAM TIM
1 2 3
Kasi Inovasi Pelayanan Anggota
Pelaksana pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan
.. Anggota
Sipil
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
11. | BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
Kepala DPPKBPPPA Ketua
Sekretaris DPPKBPPPA Sekretaris
Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Anceota
Kesejahteraan Keluarga 88
Kepala Bidang Keluarga Berencana, Advokasi dan
Anggota
Penggerakan
Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan Anggota
Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Anggota
Kasubag Program dan Pelaporan Anggota
Kasubag Umum dan Kepegawaian Anggota
Kasubag Keuangan Anggota
Kepala Seksi Pengendalian Penduduk Anggota
Kepala Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Anggota
Kepala Seksi Penyuluhan, Pendayagunaan PKB/PLKB Anggota
dan IMP
Kepala Seksi Pelayanan Keluarga Berencana dan Aneeota
Kesehatan Reproduksi &8
Kepala Seksi Advokasi dan Penggerakan Anggota
Kepala Seksi Pengendalian dan Pendistribusian Alokon Anggota
Kepala Seksi Pelembagaan PUG dan Pemberdayaan Anecota
Perempuan Bidang Ekonomi &8
Kepala Seksi Pelembagaan PUG dan Pemberdayaan Aneeota
Perempuan Bidang Sosial Politik dan Hukum &8
Kepala Seksi Pelembagaan PUG dan Pemberdayaan
Perempuan Bidang Kualitas Keluarga, Data dan Anggota
Informasi
Kepala Seksi Perlindungan Perempuan dan Data
Anggota
Kekerasan Perempuan
Kepala Seksi Pemenuhan Hak Anak, Data dan
. Anggota
Informasi Anak
Kepala Seksi Perlindungan Khusus Anak dan Data Aneoota
Kekerasan Anak g8
Pelaksana pada DPPKBPPPA Anggota
12 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
' | TERPADU SATU PINTU
Kepala DPMPTSP Ketua
Sekretaris DPMPTSP Sekretaris
Kabid Pelayanan Terpadu Anggota
Kabid Promosi Anggota
Kabid Perencanaan dan Pengembangan Anggota




No.

JABATAN

KEDUDUKAN

DALAM TIM
1 2 3
Kabid Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Anggota
Kasubag Program dan Pelaporan Anggota
Kasubag Umum dan Kepegawaian Anggota
Kasubag Keuangan Anggota
Kasi Pelayanan Perizinan Umum Anggota
Kasi Pelayanan Perizinan Umum Penanaman Modal Anggota
Kasi Fasilitasi Pelayanan Penanaman Modal dan
Perizinan Lainnya Anggota
Kasi Promosi Anggota
Kasi Sarana dan Prasarana Promosi Anggota
Kasi Data dan Informasi Anggota
Kasi Perencanaan Potensi dan Peluang Investasi Anggota
Kasi Penyuluhan Penanaman Modal Anggota
Kasi Regulasi Penanaman Modal Anggota
Kasi Pemantauan Penanaman Modal Anggota
Kasi Pembinaan Penanaman Modal Anggota
Kasi Pengawasan Penanaman Modal Anggota
Pelaksana pada DPMPTSP Anggota
13. DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL
MENENGAH
Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi UKM Ketua
Sekretaris Perdagangan, Koperasi UKM Sekretaris
Kepala Bidang Fasilitasi dan Sarana Distribusi
Perdagangan Anggota
geef;allza]?;lig:;g Kemetrologian dan Pengawasan Anggota
Kepala Bidang Kelembagaan & Pengawasan Koperasi Anggota
Kepala Bidang Pember n
Kepala B e deyaan & Pengembangan
Kasubag Umum dan Kepegawaian Anggota
Kasubag Keuangan Anggota
Kasubag Program dan Pelaporan Anggota
Kasi Kelembagaan dan perizinan Anggota
Kasi Peningkatan kualitas SDM koperasi &
kewirausahaan Anggota
Kasi Metrologi Anggota
Kasi Pengembangan Jaringan Perdagangan Anggota
Kasi Pembinaan Pelaku Usaha Perdagangan Anggota
Kasi Sarana Distribusi dan Stabilitas Barang Pokok
dan Penting Anggota
Kasi Pengawasan Perizinan dan Pendaftaran Anggota
Kasi Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa Anggota
Kasi Keanggotaan dan Penerapan Peraturan Anggota
Kasi Pengawasan, Pemeriksaan, dan Penilaian Anggota




No.

JABATAN

KEDUDUKAN

DALAM TIM
1 2 3
Kesehatan Koperasi
Kasi Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi Anggota
Kasi Pemberdayaan dan Fasilitasi Usaha Mikro Anggota
Pelaksana pada Dinas Perdagangan, Koperasi UKM Anggota
14. | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Ketua
Sekretaris Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Sekretaris
Kabid Pembinaan dan Pengawasan Industri Anggota
Kabid Sarana dan Prasarana Industri Anggota
Kabid Ketenagakerjaan Anggota
Kabid Transmigrasi Anggota
Kasubag Program dan Pelaporan Anggota
Kasubag Umum dan Kepegawaian Anggota
Kasubag Keuangan Anggota
Kasi Pembinaan Industri Agro Anggota
Kasi Pembinaan Industri Non Agro Anggota
Kasi Pengawasan, Sertifikasi dan Standarisasi Industri Anggota
Kasi Perizinan dan Data Anggota
Kasi Pengembangan teknologi Industri Anggota
Kasi Promosi dan Pemasaran Anggota
Kasi Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja Anggota
Kasi Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja Anggota
Kasi Perlindungan Tenaga Kerja Anggota
Kasi Penempatan Transmigrasi Anggota
Kasi Pengembangan Masyarakat dan Kawasan
Transmigrasi Anggota
Kasi Informasi dan Pembinaan SDM Transmigrasi Anggota
Pelaksana pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Anggota
15. | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Kepala Diskominfo Ketua
Sekretaris Diskominfo Sekretaris
Kabid Komunikasi Publik Anggota
Kabid Aplikasi Informatika Anggota
Kabid Statistik dan Pelayanan Informasi Publik Anggota
Kabid Persandian Dan Manajemen Data Elektronik Anggota
Kasubag Program dan Pelaporan Anggota
Kasubag Umum dan Kepegawaian Anggota
Kasubag Keuangan Anggota
Kasi Monitoring Opini Dan Aspirasi Publik Anggota
Kasi Pengelola Media Komunikasi Publik Anggota
Kasi Layanan Hubungan Media Dan Kehumasan Anggota




No.

JABATAN

KEDUDUKAN

DALAM TIM
1 2 3
Kasi Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik Anggota
Kasi Infrastruktur Teknologi Informasi Dan
Komunikasi Anggota
Kasi Aplikasi Anggota
Kasi Statistik Sektor Ekonomi Dan Infastruktur Anggota
Kasi Statistik Sektor Pemerintahan Dan Sosial Anggota
Kasi Pelayanan Informasi Publik Anggota
Kasi Identifikasi Deteksi Dan Proteksi Keamanan Anggota
SIBER
gsrsl; :r?g:f;_agﬁulangan Pemulihan Pemantauan Dan Anggota
Kasi Manajemen Data Elektronik Anggota
Pelaksana pada Diskominfo Anggota
16. | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Ketua
Sekretaris Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Sekretaris
Kasubag Program dan Pelaporan Anggota
Kasubag Umum dan Kepegawaian Anggota
Kasubag Keuangan Anggota
Kabid Pariwisata Anggota
Kasi Promosi dan Informasi Anggota
Kasi Pengelolaan dan Pengembangan Destinasi
Pariwisata Anggota
Kasi Kemitraan dan Kerjasama Antar Lembaga Anggota
Kabid Pemuda Anggota
Kasi Peningkatan Kreatifitas Kewirausahaan Pemuda Anggota
Kasi Pengembangan Kompetensi Pemuda Anggota
Kasi Pengembangan Organisasi Kepemudaan Anggota
Kabid Olahraga Anggota
Kasi Pengembangan Olah Raga Pendidikan Anggota
Kasi Pengembangan Olah Raga Prestasi Anggota
Kasi Pengembangan Olah Raga Rekreasi dan Tradisi Anggota
Kabid Sarana Prasarana dan Pengembangan SDM Anggota
Kasi Sarana Prasarana Pariwisata Anggota
Kasi Sarana Prasarana Pemuda Olah Raga Anggota
Kasi Pendataan dan Pengembangan SDM Anggota
Pelaksana pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah
Raga Anggota
17. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
DESA/NAGARI
Kepala DPMD/N Ketua
Sekretaris DPMD/N Sekretaris
Kabid Pemberdayaan Masyarakat Anggota




No.

JABATAN

KEDUDUKAN

DALAM TIM
1 2 3
Kabid Pemerintahan Nagari Anggota
Kabid Pengelolaan Keuangan dan Aset Nagari Anggota
Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan Anggota
Kasubag Umum dan Kepegawaian Anggota
Kasi Pemberdayaan _Lgmbgga Kemasyarakatan Anggota
Ketahanan dan Partisipasi Masyarakat
Kasi .Pemberdayaan Adat, Sosial Budaya dan Anggota
Kesejahteraan Keluarga
Kasi Pemberday_aan Usaha Ekonomi Masyarakat, Anggota
Kawasan Nagari, SDA dan TTG
Kasi Pemberdayaan Aparatur dan Lembaga
Pemerintahan Nagari Anggota
Kasi Administrasi Produk Hukum Nagari dan
Kerjasama antar Nagari Anggota
Kasi Organisasi Pemerintahan Nagari Anggota
Kasi Perencanaan Keuangan Nagari Anggota
Ezzia 1IFDiertanggungjawaban dan Pelaporan Keuangan Anggota
Kasi Aset dan Kekayaan Nagari Anggota
Pelaksana pada DPMD/N Anggota
18. | DINAS PERHUBUNGAN
Kepala Dinas Perhubungan Ketua
Sekretaris Dinas Perhubungan Sekretaris
Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Anggota
Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan Anggota
Kepala Bidang Prasarana Anggota
Kasubag Perencanaan Keuangan dan Pelaporan Anggota
Kasubag Umum dan Kepegawaian Anggota
Kasi Lalu Lintas Anggota
Kasi Perencanaan dan Pembangunan Prasarana Anggota
Kasi Pengujian Sarana Anggota
Kasi Angkutan Anggota
Kasi Pengoperasian Prasarana Anggota
Kasi Perawatan Prasarana Anggota
Kasi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan Anggota
Kasi Lingkungan Perhubungan Anggota
Kasi Keselamatan Anggota
Pelaksana pada Dinas Perhubungan Anggota
19. DINAS LINGKUNGAN HIDUP PERUMAHAN RAKYAT
DAN PERMUKIMAN
Kepala DLHPP Ketua
Sekretaris DLHPP Sekretaris
Kabid Perencanaan, Pengkajian dan Peningkatan Anggota




No.

JABATAN

KEDUDUKAN

DALAM TIM
1 2 3
Kapasitas Lingkungan Hidup
Kabid Pengelolaan Sampah, Limbah dan Pertamanan Anggota
Kabid Pengendaliaq Pencemaraq, Kerusakan dan Anggota
Penataan Hukum Lingkungan Hidup
Kabid Perumahan dan Kawasan Pemukiman Anggota
Kasubag Umum dan Kepegawaian Anggota
Kasubag Keuangan Anggota
Kasubag Program dan Pelaporan Anggota
Kasi Perencanaan, Pengkajian dan Peningkatan
Kapasitas Lingkungan Hidup Anggota
Kasi Pengkajian Dampak Lingkungan Hidup Anggota
Kasi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Anggota
Kasi Operasional Penanganan Sampah Anggota
Kasi Pengelolaan Limbah dan Sampah Anggota
Kasi Pertamanan dan Pengelolaan Ruang Terbuka
Hijau Anggota
Kasi Pengendalian Pencemaran Lingkungan Anggota
Kasi Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup Anggota
Kasi Penataan Hukum Lingkungan Hidup Anggota
Kasi Perumahan Anggota
Kasi Kawasan Permukiman Anggota
Kasi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Anggota
Analis Lingkungan Hidup Anggota
Analis Sistem Mutu dan Lingkungan Anggota
Pelaksana pada DLHPP Anggota
20. DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN
PERKEBUNAN
Kepala Distanhorbun Ketua
Sekretaris Distanhorbun Sekretaris
Kabid Sarana Anggota
Kabid Prasarana Anggota
Kabid Perlindungan Tanaman Dan Perizinan Usaha Anggota
Kabid penyuluhan Anggota
Kasubag Perencanaan Dan Evaluasi Anggota
Kasubag Keuangan Dan Aset Anggota
Kasubag Umum Dan Kepegawaian Anggota
Kasi Pupuk Dan Pestisida Anggota
Kasi Sumber Daya Genetik Anggota
Kasi Alat Dan Mesin Pertanian Anggota
Kasi Pengembangan Prasarana Anggota
Kasi Irigasi Anggota
Kasi Infrastruktur Pertanian Anggota
Kasi Perlindungan Tanaman Anggota




No.

JABATAN

KEDUDUKAN

DALAM TIM
1 2 3
Kasi Penanganan Dampak Perubahan Iklim Dan
Bencana Alam Anggota
Kasi Perizinan Dan Pembinaan Usaha Anggota
Kasi Kelembagaan Anggota
Kasi Ketenagaan Anggota
Kasi Penyelenggaraan Penyuluhan Anggota
Pelaksana pada Distanhorbun Anggota
21. | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Ketua
Sekretaris Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Sekretaris
Kabid Perbibitan dan Produksi Anggota
Kabid Keswan,Kesmavet,Pengolahan dan Pemasaran Anggota
Kabid. Sarana dan Prasarana Anggota
Kabid Penyuluhan Anggota
Kasubag Program dan Pelaporan Anggota
Kasubag Umum dan Kepegawaian Anggota
Kasubag Keuangan Anggota
Kasi Kasi Non Ruminansia Anggota
Kasi Kasi Ruminansia Anggota
Kasi Perbibitan Anggota
Kasi Kesmavet Anggota
Kasi Kesehatan Hewan Anggota
Kasi Pengolahan dan Pemasaran Anggota
Kasi Pakan Anggota
Kasi Pembiayaan dan Investasi Anggota
Kasi Lahan dan Irigasi Anggota
Kasi Kelembagaan Anggota
Kasi Metode dan Infomasi Anggota
Kasi Ketenagaan Anggota
Pelaksana pada Disnakkeswan Anggota
22. | DINAS PERIKANAN
Kepala Dinas Perikanan Ketua
Sekretaris Dinas Perikanan Sekretaris
Kabid Pengembangan Sumberdaya Perikanan Anggota
Kabid Pemberdayaan Usaha Perikanan Anggota
Kabid Pengelolaan Pembudidaya Ikan Anggota
Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan Anggota
Kasubag Umum dan Kepegawaian Anggota
Kasi Pengelolaan Kawasan Budidaya, Tata
Pemanfaatan Air, Lahan dan Pelestarian Plasma Anggota

Nutiah




No.

JABATAN

KEDUDUKAN

DALAM TIM
1 2 3
Kasi Kesehatan Ikan dan Lingkungan Anggota
Kasi Pengendalian Mutu Pembudiyaan Ikan Anggota
Kasi Sarana dan Prasarana Perikanan Anggota
Kasi Jaminan Perlindungan Usaha Perikanan Anggota
Kasi Penguatan Daya Saing Usaha Perikanan Anggota
Kasi Peningkatan SDM Pelaku Usaha Perikanan Anggota
Kasi Kemitraan Usaha dan Fasilitasi Perizinan
. Anggota
Perikanan
Kasi Kelembagaan, Pendampingan dan Koordinasi Aneeota
Penyuluhan Perikanan &8
Pelaksana pada Dinas Perikanan Anggota
23. | DINAS PANGAN
Kepala Dinas Pangan Ketua
Sekretaris Dinas Pangan Sekretaris
Kabid Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan
Anggota
Pangan
Kabid Ketersediaan, Distribusi dan Kerawanan
Anggota
Pangan
Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan Anggota
Kasubag Umum dan Kepegawaian Anggota
Kasi Ketersediaan Pangan Anggota
Kasi Distribusi dan Harga Pangan Anggota
Kasi Kerawanan Pangan Anggota
Kasi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Anggota
Kasi Pengembangan Pangan Lokal Anggota
Kasi Keamanan Pangan Anggota
Pelaksana pada Dinas Pangan Anggota
24. | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Ketua
Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sekretaris
Kabid Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan
. Anggota
Kearsipan
Kabid Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Anggota
Kabid Pembinaan dan Pengawasan Dinas Aneoota
Perpustakaan dan Kearsipan &8
Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Perpustakaan
i Anggota
dan Kearsipan
Kasubag Perencanaan Keuangan dan Pelaporan Dinas
. Anggota
Perpustakaan dan Kearsipan
Kasi Deposit dan Pelestarian Bahan Pustaka Dinas
. Anggota
Perpustakaan dan Kearsipan
Kasi Promosi dan Layanan Perpustakaan Dinas Aneoota
Perpustakaan dan Kearsipan &8
Kasi Pengembangan, Pengolahan Bahan Pustaka dan
Anggota

TIK Dinas Perpustakaan dan Kearsipan




No.

JABATAN

KEDUDUKAN

DALAM TIM
1 2 3
Kasi Arsip Dinamis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Anggota
Kasi Penyelamatan dan Pelestarian Arsip Dinas Aneeota
Perpustakaan dan Kearsipan &8
Kasi Arsip Statis dan Layanan Informasi Dinas Anecota
Perpustakaan dan Kearsipan g8
Kasi Pembinaan Perpustakaan Dinas Perpustakaan
. Anggota
dan Kearsipan
Kasi Pembinaan Kearsipan Dinas Perpustakaan dan
. Anggota
Kearsipan
Kasi Pengawasan Perpustakaan dan Kearsipan Dinas
. Anggota
Perpustakaan dan Kearsipan
Fungsional Pustakawan Anggota
Fungsional Kearsipan Anggota
Pelaksana pada Dinas Pustaka dan Kearsipan Anggota
25 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN
' | PENGEMBANGAN
Kepala Bapelitbang Ketua
Sekretaris Bapelitbang Sekretaris
Kabid Ekonomi Penelitian dan Pengembangan Anggota
Kabid SDM, Sosbud dan Pemerintahan Bapelitbang Anggota
Kabid Perencanaan, Data, Pengendalian dan Evaluasi
. Anggota
Bapelitbang
Kabid Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Anecota
Lingkungan Hidup Bapelitbang &8
Kasubag Program Bapelitbang Anggota
Kasubag Umum dan Kepegawaian Bapelitbang Anggota
Kasubag Keuangan Bapelitbang Anggota
Kasubid Pertanian dan Perikanan Bapelitbang Anggota
Kasubid Perindustrian, Perdagangan, UMK, Aneoota
Penanaman Modal dan Pariwisata Bapelitbang &8
Kasubid Perencanaan dan Pendanaan Bapelitbang Anggota
Kasubid Pemerintahan Bapelitbang Anggota
Kasubid Sosial Budaya Bapelitbang Anggota
Kasubid Sumber Daya Manusia Bapelitbang Anggota
Kasubid Infrastruktur Bapelitbang Anggota
Kasubid Pengembangan Wilayah Bapelitbang Anggota
Kasubid Lingkungan Hidup Bapelitbang Anggota
Kasubid Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan
. Anggota
Bapelitbang
Kasubid Data dan Informasi Bapelitbang Anggota
Kasubid Penelitian dan Pengembangan Bapelitbang Anggota
Pelaksana pada Bapelitbang Anggota
26. | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
Kepala BKPSDM Ketua




No.

JABATAN

KEDUDUKAN

DALAM TIM
1 2 3
Sekretaris BKPSDM Sekretaris
Kabid Pendidikan, Pelatihan dan Penilaian Kinerja ASN Anggota
Kasubid Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi Teknis Anggota
Kasu‘pid.Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi Anggota
Manajerial ASN
Kasubid Pendidikan dan Penilaian Kinerja ASN Anggota
Kabid Pengembangan dan Disiplin ASN Anggota
Kasubid Kepangkatan Anggota
Kasubid Mutasi Anggota
Kasubid Displin ASN Anggota
Kabid Informasi Pengadaan dan Status PNS Anggota
Kasubid Status ASN Anggota
Kasubid Informasi ASN Anggota
Kasubid Formasi dan Pengadaan ASN Anggota
Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan Anggota
Kasubag Umum dan Kepegawaian Anggota
Pelaksana pada BKPSDM Anggota
27. | BADAN KEUANGAN
Kepala Badan Keuangan Ketua
Sekretaris Badan Keuangan Sekretaris
Kasubag Program dan Pelaporan Anggota
Kasubag Keuangan Anggota
Kasubag Umum dan Kepegawaian Anggota
Kabid Perencanaan Anggaran Daerah Anggota
Kasubid 1 Bid. Perencanaan Anggaran Daerah Anggota
Kasubid 2 Bid. Perencanaan Anggaran Daerah Anggota
Kasubid 3 Bid. Perencanaan Anggaran Daerah Anggota
Kabid Perbendaharaan Daerah Anggota
Kasubid 1 Bid. Perbendaharaan Daerah Anggota
Kasubid 2 Bid. Perbendaharaan Daerah Anggota
Kasubid 3 Bid. Perbendaharaan Daerah Anggota
Kabid Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Anggota
Kasubid 1 Bid. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan A
Daerah nggota
Kasubid 2 Bid. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Daerah Anggota
Kasubid 3 Bid. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Daerah Anggota
Kabid Pengelolaan Barang Milik Daerah Anggota
Kasubid 1 Bid. Pengelolaan Barang Milik Daerah Anggota
Kasubid 2 Bid. Pengelolaan Barang Milik Daerah Anggota
Kasubid 3 Bid. Pengelolaan Barang Milik Daerah Anggota
Kabid Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Anggota




No.

JABATAN

KEDUDUKAN

DALAM TIM
1 2 3
Evaluasi Pendapatan Daerah
Kasubid l.Bid. Perencanagn, Pengembangan, Anggota
Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah
Kasubid 2_Bid. Perencanae_ln, Pengembangan, Anggota
Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah
Kasubid 3.Bid. Perencanagn, Pengembangan, Anggota
Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah
Kabid Pengelolaan Pendapatan Daerah Anggota
Kasubid 1 Bid. Pengelolaan Pendapatan Daerah Anggota
Kasubid 2 Bid. Pengelolaan Pendapatan Daerah Anggota
Kasubid 3 Bid. Pengelolaan Pendapatan Daerah Anggota
Pelaksana pada Badan Keuangan Anggota
28. | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Ketua
Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Sekretaris
Kabid Ideologi Dan Wasbang Anggota
Kabid Politik Dalam Negeri Anggota
Kabid Kewaspadaan Dan Pembinaan Masyarakat Anggota
Kasubag Program dan Pelaporan Anggota
Kasubag Umum Dan Kepegawaian Anggota
Kasubag Keuangan Anggota
Kasubid Bina Ideologi Anggota
Kasubid Bina Wasbang Anggota
Kasubid Bintah, Eksosbud Dan Agama Anggota
Kasubid Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Dini Anggota
Kasubid HAL Dan Fasilitasi Pemilu Anggota
Kasubid Fasilitasi Parpol Dan Ormas Anggota
Pelaksana pada Badan Kesbangpol Anggota
29. | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Kepala Pelaksana BPBD Ketua
Sekretaris BPBD Sekretaris
Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan Anggota
Kabid Kedaruratan dan Logistik Anggota
Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi Anggota
Kasubag Program dan Pelaporan Anggota
Kasubag Umum dan Kepegawaian Anggota
Kasubag Keuangan Anggota
Kasi Pencegahan Anggota
Kasi Kesiapsiagaan Anggota
Kasi Kedaruratan Anggota
Kasi Logistik Anggota

Kasi Rehabilitasi

Anggota




No.

JABATAN

KEDUDUKAN

DALAM TIM
1 2 3
Kasi Rekonstruksi Anggota
Pelaksana pada BPBD Anggota
30. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ACHMAD
DARWIS
Direktur RSUD dr. Achmad Darwis Ketua
Kabag Tata Usaha Sekretaris
Kabid Perencanaan Pelaporan Sarana Prasarana dan
Logistik Anggota
Kabid Pelayanan Penunjang dan Promosi Kesehatan Anggota
Kabid Pelayanan Medis dan Keperawatan Anggota
Kasi Sarana Prasarana Dan Logistik Anggota
Kasi Perencanaan Dan Pelaporan Anggota
Kasi Pelayanan Penunjang Medis Anggota
Kasi Pelayanan Penunjang Non Medis Dan Promosi
Kesehatan Anggota
Kasi Pelayanan Medis Anggota
Kasi Pelayanan Perawatan Anggota
Kasubag Keuangan Anggota
Kasubag Umum dan Humas Anggota
Kasubag Kepegawaian Dan Pengembangan SDM Anggota
Pelaksana pada RSUD Achmad Darwis Anggota
31. | KECAMATAN GUGUAK
Camat Guguak Ketua
Sekretaris Camat Guguak Sekretaris
Kasubag Umum dan Kepegawaian Anggota
Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi Anggota
Kasi Pemerintahan Anggota
Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Anggota
Kasi Ketenteraman dan Ketertiban Anggota
Kasi Kesejahteraan Sosial Anggota
Kasi Pelayanan Anggota
Pelaksana pada Kecamatan Guguak Anggota
32. | KECAMATAN PAYAKUMBUH
Camat Payakumbuh Ketua
Sekretaris Camat Payakumbuh Sekretaris
Kasubag Umum dan Kepegawaian Anggota
Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi Anggota
Kasi Pemerintahan Anggota
Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Anggota
Kasi Ketenteraman dan Ketertiban Anggota
Kasi Kesejahteraan Sosial Anggota




No.

JABATAN

KEDUDUKAN

DALAM TIM
1 2 3
Kasi Pelayanan Anggota
Pelaksana pada Kecamatan Payakumbuh Anggota
33. | KECAMATAN MUNGKA
Camat Mungka Ketua
Sekretaris Camat Mungka Sekretaris
Kasubag Umum dan Kepegawaian Anggota
Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi Anggota
Kasi Pemerintahan Anggota
Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Anggota
Kasi Ketenteraman dan Ketertiban Anggota
Kasi Kesejahteraan Sosial Anggota
Kasi Pelayanan Anggota
Pelaksana pada Kecamatan Mungka Anggota
34. | KECAMATAN SULIKI
Camat Suliki Ketua
Sekretaris Camat Suliki Sekretaris
Kasubag Umum dan Kepegawaian Anggota
Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi Anggota
Kasi Pemerintahan Anggota
Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Anggota
Kasi Ketenteraman dan Ketertiban Anggota
Kasi Kesejahteraan Sosial Anggota
Kasi Pelayanan Anggota
Pelaksana pada Kecamatan Suliki Anggota
35. | KECAMATAN BUKIK BARISAN
Camat Bukik Barisan Ketua
Sekretaris Camat Bukik Barisan Sekretaris
Kasubag Umum dan Kepegawaian Anggota
Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi Anggota
Kasi Pemerintahan Anggota
Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Anggota
Kasi Ketenteraman dan Ketertiban Anggota
Kasi Kesejahteraan Sosial Anggota
Kasi Pelayanan Anggota
Pelaksana pada Kecamatan Bukik Barisan Anggota
36. | KECAMATAN GUNUANG OMEH
Camat Gunuang Omeh Ketua
Sekretaris Camat Gunuang Omeh Sekretaris
Kasubag Umum dan Kepegawaian Anggota




No.

JABATAN

KEDUDUKAN

DALAM TIM
1 2 3
Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi Anggota
Kasi Pemerintahan Anggota
Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Anggota
Kasi Ketenteraman dan Ketertiban Anggota
Kasi Kesejahteraan Sosial Anggota
Kasi Pelayanan Anggota
Pelaksana pada Kecamatan Gunuang Omeh Anggota
37. | KECAMATAN LUAK
Camat Luak Ketua
Sekretaris Camat Luak Sekretaris
Kasubag Umum dan Kepegawaian Anggota
Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi Anggota
Kasi Pemerintahan Anggota
Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Anggota
Kasi Ketenteraman dan Ketertiban Anggota
Kasi Kesejahteraan Sosial Anggota
Kasi Pelayanan Anggota
Pelaksana pada Kecamatan Luak Anggota
38. | KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN
Camat Lareh Sago Halaban Ketua
Sekretaris Camat Lareh Sago Halaban Sekretaris
Kasubag Umum dan Kepegawaian Anggota
Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi Anggota
Kasi Pemerintahan Anggota
Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Anggota
Kasi Ketenteraman dan Ketertiban Anggota
Kasi Kesejahteraan Sosial Anggota
Kasi Pelayanan Anggota
Pelaksana pada Kecamatan Lareh Sago Halaban Anggota
39. | KECAMATAN HARAU
Camat Harau Ketua
Sekretaris Camat Harau Sekretaris
Kasubag Umum dan Kepegawaian Anggota
Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi Anggota
Kasi Pemerintahan Anggota
Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Anggota
Kasi Ketenteraman dan Ketertiban Anggota
Kasi Kesejahteraan Sosial Anggota
Kasi Pelayanan Anggota
Pelaksana pada Kecamatan Harau Anggota




No.

JABATAN

KEDUDUKAN

DALAM TIM
1 2 3
40. | KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI
Camat Situjuah Limo Nagari Ketua
Sekretaris Camat Situjuah Limo Nagari Sekretaris
Kasubag Umum dan Kepegawaian Anggota
Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi Anggota
Kasi Pemerintahan Anggota
Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Anggota
Kasi Ketenteraman dan Ketertiban Anggota
Kasi Kesejahteraan Sosial Anggota
Kasi Pelayanan Anggota
Pelaksana pada Kecamatan Situjuah Limo Nagari Anggota
41. | KECAMATAN AKABILURU
Camat Akabiluru Ketua
Sekretaris Camat Akabiluru Sekretaris
Kasubag Umum dan Kepegawaian Anggota
Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi Anggota
Kasi Pemerintahan Anggota
Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Anggota
Kasi Ketenteraman dan Ketertiban Anggota
Kasi Kesejahteraan Sosial Anggota
Kasi Pelayanan Anggota
Pelaksana pada Kecamatan Akabiluru Anggota
42. | KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU
Camat Pangkalan Koto Baru Ketua
Sekretaris Camat Pangkalan Koto Baru Sekretaris
Kasubag Umum dan Kepegawaian Anggota
Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi Anggota
Kasi Pemerintahan Anggota
Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Anggota
Kasi Ketenteraman dan Ketertiban Anggota
Kasi Kesejahteraan Sosial Anggota
Kasi Pelayanan Anggota
Pelaksana pada Kecamatan Pangkalan Koto Baru Anggota
43. | KECAMATAN KAPUR IX
Camat Kapur IX Ketua
Sekretaris Camat Kapur IX Sekretaris
Kasubag Umum dan Kepegawaian Anggota
Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi Anggota
Kasi Pemerintahan Anggota
Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Anggota




No. JABATAN KEDUDUKAN
1 2 a
Kasi Ketenteraman dan Ketertiban Anggota
Kasi Kesejahteraan Sosial Anggota
Kaszi Pelayanan Anggota
Pelaksana pada Kecamatan Kapur [X Anggota

Ditetapkan di Sarilamak
Pada tanggal ¢ D=ember 2021







